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B A B  I  

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 LATAR BELAKANG 
 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi 

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban 

secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu 

sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat 

kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good 

governance. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.  Penyusunan LKIP 

dilakukan dengan Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara 

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban 

atas kinerja DPMPTSP Kota Bekasi. 

Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Bekasi terbentuk sesuai amanah Peraturan 
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Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang 

diimplementasikan    melalui    Peraturan   Daerah    Kota   Bekasi   

Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, yang sebelumnya 

merupakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. 

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 DPMPTSP melaksanakan 

urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman 

modal. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di 

bidang perizinan dan penanaman modal, maka dibentuk Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) 

berbentuk Dinas yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP Kota 

Bekasi merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang 

mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan 

penanaman modal, sebagai organisasi lain yang merupakan bagian 

dari perangkat daerah.  

Sesuai dengan tugas pokok DPMPTSP dalam pelayanan 

terhadap masyarakat dan meningkatkan nilai investasi di Kota Bekasi, 

DPMPTSP mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 

2018-2023, yaitu Misi yang pertama “Meningkatkan Kapasitas Tata 

Kelola Pemerintahan  Yang Baik” dengan Tujuan “Mewujudkan 

Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”, dan 

Sasaran dari Misi I tersebut yaitu “ Meningkatnya akuntabilitas dan 

profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah” dengan 

indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan”. 

Untuk Misi DPMPTSP yang berikutnya adalah Misi ketiga dari 

RPJMD yaitu “Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa 

Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing” dengan Tujuan 

“Memperkuat Struktur Perekonomian Kota dengan Fokus 

Pengembangan  Ekonomi Kreatif”, dan Sasaran dari Misi III tersebut 

yaitu “Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi” dengan indikator 
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kinerja “Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional 

(PMA/PMDN)”. 

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran 

Kota Bekasi tersebut, maka DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan 

fungsi dari DPMPTSP Kota Bekasi sebagai institusi Perangkat Daerah 

dengan tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan 

Pelayanan administrasi dibidang perizinan dan penanaman modal 

yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dalam hal 

ini DPMPTSP memiliki dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, yang 

pertama adalah “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan” dan yang kedua adalah “Persentase 

Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)”. 

 

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI 
 

Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Bekasi. DMPTSP Kota Bekasi mempunyai peranan penting 

sebagai perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) yaitu 

Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pedidikan, Dinas 

Binamarga dan Sumber Daya Air, Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pendapatan daerah, 

Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian 

Hukum Setda, Bagian Bagian Organisasi Setda, Bagian Humas Setda 

dan Inspektorat Kota Bekasi. 

Adapun uraian susunan organisasi  yang ada di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi 

antara lain : 

a. Kepala Dinas;  
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b. Sekretariat, membawahkan:  

1. Sub Bagian Perencanaan;  

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

3. Sub Bagian Keuangan.  

c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:  

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal;  

2. Seksi Promosi Penanaman Modal;  

3. Seksi Deregulasi Penanaman Modal.  

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 

membawahkan:  

1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;  

2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;  

3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.  

e. Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan 

Pengaduan, membawahkan:  

1. Seksi Pengolahan Data Penanaman Modal;  

2. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi; 

3. Seksi Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan.  

f. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahkan:  

1. Seksi Pelayanan Perizinan Penataan Ruang;  

2. Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan;  

3. Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi.  

g. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, membawahkan: 

1. Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan;  

2. Seksi Pelayanan Perizinan Perhubungan dan Ketenagakerjaan; 

3. Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan 

Kesehatan.  

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 1.1 

Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi 

Sumber data  : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 80 Tahun 2016 
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Adapun untuk uraian tugas, fungsi dan wewenang yang ada di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Bekasi adalah sebagai berikut :   

A. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 

 Tugas pokok DPMPTSP adalah membantu Wali Kota dalam 

memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi bidang 

penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman 

modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan 

pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan 

perizinan jasa usaha untuk mencapai visi dan misi dinas yang 

menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. 

 Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala DPMPTSP 

dibantu oleh Sekretaris DPMPTSP yang mengelola perencanaan, 

umum dan kepegawaian juga  keuangan dan didukung oleh 5 

(lima) bidang yaitu: 

1. Bidang Penanaman Modal;  

2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;  

3. Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi 

Informasi dan Pengaduan; 

4. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan; 

5. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala DPMPTSP  

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana 

kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;  

b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan 

urusan lingkup bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu;  

c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas 

sekretariat, bidangbidang dan kelompok jabatan fungsional;  
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d. Pembinaan administrasi perkantoran;  

e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait 

di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan 

perangkat daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan dinas;  

f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;  

g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang; 

h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas 

kepada wali kota melalui sekretaris daerah dan laporan 

kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku;  

j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh wali kota. 

B. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan 

teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi 

urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan 

untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. 

C. BIDANG PENANAMAN MODAL 

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi 

perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, 

promosi penanaman modal serta deregulasi penanaman modal 

untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. 

D. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL 

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memimpin, 
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mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan 

teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan dinas yang meliputi pemantauan pelaksanan 

penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal 

serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal untuk 

mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. 

E. BIDANG PELAYANAN DATA, PENGEMBANGAN TEKNOLOGI 

INFORMASI, ADMINISTRASI PERIZINAN DAN PENGADUAN 

Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan 

Pengaduan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 

memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan dinas yang meliputi pengolahan data 

penanaman modal, pengembangan teknologi informasi,  serta 

pelayanan administrasi, informasi dan pengaduan untuk 

mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. 

F. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN 

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mempunyai tugas 

membantu kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

dinas yang meliputi pelayanan perizinan penataan ruang, 

pelayanan perizinan lingkungan serta pelayanan perizinan 

konstruksi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di 

bidangnya. 

G. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN JASA USAHA 

Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas 

membantu kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

dinas yang meliputi pelayanan perizinan perdagangan, pelayanan 

perizinan perhubungan dan ketenagakerjaan serta pelayanan 

perizinan operasional pendidikan dan kesehatan untuk mencapai 

pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. 
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1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang memberikan 

kontribusi sebesar 5,27% ke dalam realisasi investasi Provinsi Jawa 

Barat dengan jumlah perusahaan yang masuk dalam LKPM sebanyak 

937 dan meduduki posisi 5 besar investasi di Provinsi Jawa Barat 

pada Tahun 2019 ini, hal tersebut dikarenakan Dinas PMPTSP 

memberikan peranan besar bagi Kota Bekasi untuk mewujudkan salah 

satu program prioritas dari Kota Bekasi yaitu Program Peningkatan 

Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan 

Publik di Kota bekasi, dari program prioritas tersebut DPMPTSP 

mewujudkannya melalui Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan dengan adanya Kegiatan Peningkatan Kinerja 

Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini ada di tiga 

Mal pada tiga kecamatan. Melalui kegiatan tersebut DPMPTSP terus 

berusaha dan berupaya menyediakan pelayanan pemerintah yang 

cepat, mudah, transparan dan inovatif bagi masyarakat dan pelaku 

usaha, sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat dan 

peningkatan nilai investasi di Kota Bekasi. 

Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu 

dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan yang 

komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. 

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas 

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan 

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan 

baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas 

birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Bekasi, mepunyai beberapa aspek-aspek  strategis antara lain: 

a) Aspek-aspek Strategis : 

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi diperoleh dengan 

mengakomodasi isu organisasi (Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi), permasalahan dan 
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atau arah kebijakan dan program RPJMD Kota Bekasi 2018-

2023, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

yaitu :  

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, 

memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat 

peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan 

daerah;  

2. Tersedianya informasi peluang usaha unggulan;  

3. Meningkatkan citra Kota Bekasi sebagai daerah tujuan 

penanaman modal yang kondusif dan mendorong minat 

calon investor untuk berinvestasi di Kota Bekasi; 

4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur 

dalam meningkatkan pelayanan prima di bidang pelayanan 

perizinan dan penanaman modal; 

5. Menyusunan dan mengembangkan kebijakan yang 

berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro 

investasi.  

 Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan 

perizinan dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai 

tugas dan fungsi;  

2. Keterbatasan kemampuan SDM. 

b) Aspek Ketatalaksanaan : 

Dari aspek ketatalaksanaan,  beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam tata kerja dan teknis penyelenggaraan 

pelayanan perizinan, melaksanakan  prinsip-prinsip integrasi dan 

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik internal Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Bekasi maupun Satuan Unit Kerja Standar Operasional Prosedur 
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(SOP) dalam lingkungan pemerintah daerah sebagai Tim Teknis 

dengan prinsip dasar : 

1. Kesederhanaan (prosedur mudah, cepat, tepat, lancar, tidak 

berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah di laksanakan). 

2. Kejelasan dan kepastian (prosedur/tata cara pelayanan, 

persyaratan teknis/administrasi,rincian biaya/tarif pelayanan)  

3. Kepastian Waktu (pemrosesan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditetapkan) 

4. Kepastian Hukum (setiap dokumen perizinan atau non 

perizinan memberikan jaminan legalitas sesuai dengan 

peruntukan izin tersebut, memberikan jaminan asa aman 

bagi para pemegang izin atau non izin. 

Pola mekanisme kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu melalui instrument SOP merupakan sebuah 

instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman/acuan yang didasari 

dengan Keputusan Wali kota Bekasi Nomor : 060/Kep.420-

Org/X/2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan yang 

ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi merupakan prosedur 

standar yang digunakan dalam menyelesaikan tugas pelayanan 

publik secara efektif dan efisien guna menghindari terjadinya 

variasi penyimpangan dalam proses penyelesaian  kegiatan oleh 

setiap aparatur. 

Terkait dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan terpadu, SOP pada Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat jenis-jenis 

serta klasifikasi, landasan hukum, saran atau obyek, mekanisme 

pelayanan, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-

masing perizinan dan non perizinan yang di layani. Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

mempunyai standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan 

ukuran minimal yang di berlakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan, 

berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis 
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penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, 

standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 

1. Prosedur pelayanan; 

2. Waktu penyeselesaian; 

3. Biaya pelayanan; 

4. Produk pelayanan; 

5. Sarana dan prasarana; 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. 

c) Aspek Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Bekasi merupakan suatu sistem pelayanan 

perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi, sebagai 

jawaban dan jalan keluar atas permasalahan pelayanan publik 

saat ini, dengan demikian diharapkan dengan penerapan sistem 

DPMPTSP ini memberikan dampak positif/manfaat bagi  Kota 

Bekasi, antara lain: 

1. Meningkatkan kualitas layanan publik; 

2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan publik yang mudah, cepat transparan 

dan pasti; 

3. Meningkatkan iklim investasi, baik berskala kecil, menengah 

maupun besar; 

4. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah; 

5. Memberikan kepastian hukum dan jaminan; 

6. Menyumbang peningkatan pendapatan daerah; 

7. Memperbaiki citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi 

publik. 

Dalam penyelenggarakan pelayanan perizinan dan penanaman 

modal dengan melaksanakan prinsip-prinsip integrasi dan 

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal pada lingkungan 

masing-masing maupun antar satuan unit kerjasama dengan 

wilayah kerja DPMPTSP. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan 
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pelayanan perizinan dan penanaman modal diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan harus dilaksanakan 

secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan dan kepastian dalam hal : 

a. Prosedur/tata kerja; 

b. Persyaratan, baik persyaratan teknis maupun 

persyaratan administratif; 

c. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan 

d. Rincian biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara 

pembayarannya yang dibebankan kepada pemohon  

bagi perizinan yang dikenakan retribusi. 

3. Kepastian waktu, pemrosesan permohonan perizinan dan 

non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah 

ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha pemohon; 

4. Kepastian hukum  

a. Baik persyaratan, pemrosesan perizinan maupun 

pembiayaan dilaksanakan dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan; 

b. Setiap dokumen perizinan dan dokumen non perizinan 

lainnya memberikan jaminan legalitas usaha dan 

kewenangan untuk mengelola sumber-sumber daya 

secara bertanggung jawab sesuai dengan peruntukan 

izin tersebut; 

c. Setiap dokumen perizinan dan non perizinan 

memberikan jaminan rasa aman bagi pemegangnya. 

5. Standar Operasional Prosedur 

  Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah 

instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman dalam 

menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan 

efisien guna menghindari terjadinya variasi atau 

penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH                                                                 2019 

 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU               Page 14 

  

setiap aparatur. Terkait dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan terpadu, SOP pada DPMPTSP 

seyogyanya memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan 

hukum, saran atau obyek, mekanisme pelayanan, 

persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing 

perizinan dan non perizinan yang dilayani. 

 Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman 

modal tersebut didukung dengan aspek sumber daya 

aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya, disiplin, 

memiliki etika kesopanan dan keramahan dalam 

berkomunikasi baik dalam hal tutur bahasa, raut muka 

maupun bahasa tubuh yang terangkum pada Kode Etik (code 

of Conduct) Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. 

Sumber daya pada DPMPTSP Kota Bekasi dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 
SUMBER DAYA APARATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) 

PNS TKK 

Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah  
Gol. 

Ruang 
Jumlah 

Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah  

S3 - IV.c - S3 - 

S2 2 IV.b 2 S2 4 

S1 40 IV.a 7 S1 88 

D4 2 III.d 14 D4 - 

D3 1 III.c 22 D3 21 

D2 - III.b 17 D2 - 

D1 - III.a 5 D1 - 

SLTA 11 II.d 2 SLTA 55 

SLTP - II.c 7 SLTP - 

SD - II.b - SD - 

  II.a -   

JUMLAH 76  76  168 

Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP s.d. Desember 
Tahun 2019 
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Aspek Sarana dan Prasarana 

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, aspek sarana 

dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut : 

1. Kemudahan Akses; 

2. Kenyamanan; 

3. Fungsi Ruang; 

4. Sarana. 

 

 Adapun Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung 

Kantor yang berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Bekasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 
Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin 

Tahun Anggaran 2019 
Per-31 Desember 2019 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp) 

1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 883 6.776.827.936,00 

  Alat-alat Angkutan 
  

16 2.113.589.400,00 

  -  Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 
 

10 2.031.665.000,00 

  -  Sepeda Motor   6 81.924.400,00 

  Alat Kantor dan Rumah Tangga 
 

831 4.446.427.736,00 

  Mesin Kontrol/jaga 
  

1 57.840.000,00 

  Lemari Besi 

  

1 3.620.320,00 

  Rak Besi/Metal 
  

5 14.450.000,00 

  Filling Besi/Metal 
  

22 49.055.600,00 

  Rotary Filling 
  

3 82.194.000,00 

  Lemari Kaca 
  

5 22.419.840,00 

  Lemari kayu 
  

5 20.450.000,00 

  Papan Visual 
  

2 102.670.000,00 

  Alat Penghancur Kertas 
  

2 12.500.000,00 

  Mesin Absensi 

  

2 13.000.000,00 

  Overhead Projektor 
  

1 7.925.000,00 

  Meja Kayu/Rotan 

  

2 8.445.000,00 

  Meja Rapat 
  

1 6.500.000,00 

  Meja Reseption 
  

1 7.636.000,00 

  Kursi Rapat 
  

44 89.980.000,00 

  Kursi Biasa 
  

4 2.000.000,00 

  Bangku Tunggu 
  

55 165.262.000,00 

  Meja Biro 

  

12 32.784.000,00 

  Sofa 
  

3 30.930.000,00 

  AC Unit 
  

14 155.753.600,00 

  AC Split 
  

19 136.411.400,00 

  Televisi 
  

2 9.650.000,00 

  Camera Video 
  

1 49.300.000,00 

  Dispenser 
  

4 7.836.000,00 

  Mainframe 
  

1 33.000.000,00 

  P.C Unit 

  

95 1.032.617.089,00 
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NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp) 

  Lap Top 
  

12 133.642.100,00 

  Note Book 
  

8 75.722.250,00 

  Hard Disk 
  

13 41.717.400,00 

  Scanner 
  

3 45.000.000,00 

  Monitor 
  

3 4.272.000,00 

  Printer 

  

76 241.613.112,00 

  Scanner 

  

16 430.933.250,00 

  Server 
  

6 230.875.875,00 

  Peralatan Jaringan Lain-lain 
 

11 97.664.000,00 

  Meja Kerja Pegawai Non Struktural 
 

157 508.392.000,00 

  Kursi Kerja Pejabat Eselon II 
 

3 8.496.500,00 

  Kursi Kerja Pejabat Eselon III 
 

48 109.742.000,00 

  Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 
 

78 89.121.400,00 

  Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 

 

24 47.735.600,00 

  Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 

 

53 174.100.400,00 

  Buffet Kayu   13 53.170.000,00 

  Alat Studio dan Alat Komunikasi 
 

32 187.210.800,00 

  -  Camera + Attachment 
  

2 15.543.800,00 

  -  Proyektor + Attachment 
  

1 14.956.000,00 

  -  Rak Peralatan 

  

1 8.900.000,00 

  -  Layar Film 

  

1 3.975.000,00 

  -  Sound System 

  

1 9.350.000,00 

DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN     Halaman 1 dari 2 

 

NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp) 

  -  Telephone (PABX) 

  

1 1.850.000,00 

  -  Handy Talky 

  

1 8.986.000,00 

  -  Facsimile 
  

1 2.650.000,00 

  -  Handphone 
  

20 89.200.000,00 

  -  Alat Komunikasi Lain-lain 

  

3 31.800.000,00 

  Alat Laboratorium 
  

1 5.000.000,00 

  -  Generator Set (Lab Scale) 

 

1 5.000.000,00 

  Alat-alat Perenjataan/Keamanan 
 

3 24.600.000,00 

  -  Alat Keamanan Lain-lain     3 24.600.000,00 

      TOTAL 883 6.776.827.936,00 

DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN Halaman 2 dari 2 

Sumber data : BPKAD Kota Bekasi 

 

1.3 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI 
 
Kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP pada Tahun 2019 terdiri dari : 

I. Belanja Langsung Urusan (BLU) 

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, yang terdiri 

dari : 

1) Survei IKM Pelayanan Perizinan; 

2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pelayanan 

Perizinan Online; 
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3) Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Mall Pelayanan 

Perizinan. 

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) 

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik; 

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

6) Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor; 

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan; 

8) Penyediaan Makanan dan Minuman; 

9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; 

10) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 

Perkantoran; 

11) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

12) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor; 

13) Penataan Arsip. 

 
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional; 

15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 

16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 

 
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

17) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD; 

18) Penyusunan Laporan Keuangan. 

 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH                                                                 2019 

 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU               Page 18 

  

Secara umum layanan organisasi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi menjalankan 

4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian 

dan evaluasi.  

Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk 

menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan 

misi Kota Bekasi. 

Koordinasi yang dilakukan mencakup antar PD dan daerah dengan 

kelembagaan provinsi dan pusat, serta dengan kelompok/lembaga 

swadaya masyarakat.  

Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan 

program dan kegiatan upaya mengendalikan agar 

realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, 

dan sasaran.  

Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan 

evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi. 

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelaynan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 

yaitu: 

1. Bidang Penanaman Modal mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan, pengoordinasian dalam pelaksanaan perencanaan dan 

pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi data dan 

informasi potensi usaha, penanaman modal daerah kota, potensi 

daerah serta bidang-bidang usaha,  promosi di dalam dan di luar 

negeri, market survey dan market intelligent di dalam dan luar 

daerah serta publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi, 

pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan deregulasi 

penanaman modal yang meliputi pemberian insentif, pemberian 

fasilitas penanaman modal dan pengembangan iklim penanaman 

modal,  pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas 

dengan Perangkat Daerah terkait, pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi kegiatan. 

2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, 
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pengumpulan, analisa, pengoordinasian, verifikasi dan evaluasi 

dalam pemantauan pelaksanaan penanaman modal yang meliputi 

penanaman modal melalui SPIPISE, realisasi penanaman modal 

dan penanaman modal secara online, pengoordinasian dan 

evaluasi dalam pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang 

meliputi perusahaan yang menggunakan fasilitas barang modal, 

bahan baku dan bahan penolong serta perusahaan berdasarkan 

izin yang dimiliki. 

3. Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan 

Pengaduan mengkoordnasikan perumusan kebijakan, 

perencanaan, pengumpulan, penyusunan, verifikasi dan validasi 

dalam pengolahan data penanaman modal yang meliputi data dan 

laporan penanaman modal, perumusan kebijakan, perencanaan, 

penyusunan, pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan 

pengembangan teknologi informasi yang meliputi sistem informasi 

penanaman modal, penginventarisasian, fasilitasi dan 

pengembangan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi, 

informasi dan pengaduan yang meliputi pelayanan perizinan, data 

perizinan dan pengaduan terkait perizinan. 

4. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mengkoordinasikan 

perumusan kebijakan, dalam pelaksanaan pelayanan perizinan 

penataan ruang yang meliputi izin prinsip dan izin lokasi, izin 

penataan ruang, izin usaha industri dan izin reklame, pelaksanaan 

pelayanan perizinan penataan ruang yang meliputi izin lingkungan, 

izin usaha pengeboran air tanah, izin juru bor air tanah, 

pengambilan air tanah, eksplorasi air tanah, izin pembuangan 

limbah cair dan penyimpanan sementara limbah B3, pelaksanaan 

pelayanan perizinan penataan ruang yang meliputi izin usaha jasa 

konstruksi, izin mendirikan rumah sakit, izin mendirikan sekolah 

dan izin mendirikan klinik. 

5. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mengkoordinasikan 

perumusan kebijakan, dalam pelaksanaan pelayanan perizinan 

perdagangan yang meliputi izin gangguan, SIUP dan TDP secara 

simultan, IUTM, IUPP, surat izin minuman beralkohol, izin usaha 
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penanaman modal dan TDUP, pelaksanaan pelayanan perizinan 

perhubungan dan ketenagakerjaan yang meliputi izin trayek, izin 

mempekerjakan tenaga asing (perpanjangan), izin penggunaan 

tempat makam dan surat izin pengusahaan angkutan, 

pelaksanaan pelayanan perizinan operasional pendidikan dan 

kesehatan yang meliputi izin operasional klinik, izin apotek, izin 

pedagang toko obat, izin optikal, izin tukang gigi, izin salon 

kecantikan, izin penyelenggaraan laboratorium klinik, izin 

penyelenggaraan pengobatan tradisional, izin operasional rumah 

sakit, izin penyelenggaraan puskesmas, izin praktek dokter, izin 

praktek bidan, izin kerja bidan dan izin operasional sekolah. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN  

Sistematika penyajian LKIP Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2019 mengacu 

kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota 

Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan 

wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan 

dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian  

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan 

strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang 

bersangkutan. 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; 

analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan 

untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis 

dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut: 

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja 

tahun ini; 
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2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir; 

3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun 

ini dengan target jangka menengah yang terdapat 

dalam Dokumen Rencana Strategis; 

4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada); 

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi 

yang telah dilakukan; 

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. 

B. Akuntabilitas Anggaran 

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi 

anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan 

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 

PERENCANAAN  KINERJA 

 

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari 

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra) 

yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan 

tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator 

kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.  

2.1 Rencana Strategis  

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 

dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan 

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada 

atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana 

Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, 

Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi  Pembangunan, 

Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam 

pelaksanaannya. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus 

dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan 

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis  lokal, nasional dan 

global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis 

yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan 

visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi 

dalam upaya meningkatkan kinerjanya. 

Pada Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2018-2023 

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi 

pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam 
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mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang 

berkesinambungan. 

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan 

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan 

yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yaitu : 

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN 

KEPADA MASYARAKAT. 

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan 

pelayanan dengan profesional, ramah, ikhlas, mudah dan 

akuntabel. 

2. PENINGKATAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH. 

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan investasi baik 

dalam perbaikan infrastruktur maupun iklim usaha yang 

berada di Kota Bekasi. 

Tujuan dari strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota 

Bekasi untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Bekasi dalam RPJMD Kota Bekasi pada 

Peraturan Daerah 08 Tahun 2019 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Seri E) 

adalah “Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”, 

“Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik 

melalui Mall Pelayanan Publik” dan “Menciptakan Iklim Usaha 

Yang Berdaya Saing” Tujuan tersebut dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

1. Kebijakan membangun komitmen seluruh aparatur di 

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
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Terpadu Satu (DPMPTSP) Pintu Kota Bekasi dan SKPD 

Terkait; 

2. Dibukanya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai 

Pelayanan Publik (GPP) di 3 (tiga) tempat yang saat ini 

terletak di pusat perbelanjaan Mal BTC Bekasi Timur, pusat 

perbelanjaan Atrium Pondok Gede dan pusat perbelanjaan 

Cibubur Junction serta 1 (satu) diperbantukan untuk 

pelayanan POLRES Kota Bekasi; 

3. Optimalisasi pengembangan SIMYANDU yang saat ini 

terdapat 75 (tujuh puluh lima) izin dan non perizinan, serta 

Sistem Informasi Layanan Terpadu  (SILAT) Perizinan 

dengan PD Teknis yang saat ini terdapat 25 izin; 

4. Optimalisasi Front dan Back Office sesuai SOP; 

5. Pengelolaan dan pengembangan Data SIMYANDU 

Berstandar ISO 9001:2015 Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP), Aplikasi Modul 

Dashboard, dan SMS Gateway, Aplikasi system pelayanan 

perizinan terpadu (Silat); 

6. Optimalisasi penerapan pelayanan sesuai dengan SOP; 

7. Penempatan SDM sesuai dengan kompetensi dan keahlian; 

8. Optimalisasi kinerja Tim Teknis dalam pembahasan, 

pengkajian dan survey lapangan dalam proses Izin/Non Izin 

sesuai SOP; 

9. Sosialisasi antara lain dengan Buku Saku; 

10. Sosialisasi melalui media masa dan radio; 

11. Sosialisasi melalui pusat perbelanjaan di 12 kecamatan 

seluruh Kota Bekasi; 

12. Pengembangan informasi dan manajemen pelayanan 

perizinan terpadu secara terus menerus; 

13. Melakukan review dan penyempurnaan SOP; 

14. Melakukan up Grade Audit Surveillance ISO 9001:2015 

secara berkelanjutan;  

15. Pemeliharaan dan Pengendalian melalui Disaster Recovery 

Centre (DRC) di Pulau Batam; 
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16. Optimalisasi penerbitan perizinan melalui perizinan OSS 

(Online Single Submission) / Sistem Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik. Saat ini terdapat 32 jenis 

perizinan yang sudah terintegrasi melalui OSS. 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, 

dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan 

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan 

perumusan Tujuan Renstra DPMPTSP yang mengacu pada 

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 maka dapat dirumuskan 

2 (dua) sasaran, yaitu : 

1. MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN. 

Sasaran ini diarahkan pada meningkatkan kualitas kinerja 

pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka 

memberikan pelayanan yang prima dan reponsif melalui 

PTSP yang terintegrasi. 

2. PENINGKATAN NILAI INVESTASI. 

Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya daya tarik 

penanaman modal melalui promosi yang informatif 

berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan kemudahan pada 

pelayanan prima baik PMA/PMDN guna peningkatan 

investasi. 

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP 

Kota Bekasi beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 

2.1  : 
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TABEL 2.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pleayanan Perangak Daerah 

DPMPTSP  Kota Bekasi 

Tahun 2019-2013 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

TUJUAN/ 
SASARAN  

TARGET KINERJA SASARAN PADA 
TAHUN KE- 

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) 
(4) 

(5) (6) (7) (8) (9) 

1. Meningkatkan 
Kualitas 

Pelayanan 
Perizinan 
Kepada 
Masyarakat 

 
 

- 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

82,70 82,80 82,90 83,00 83,10 

Meningkatnya 
Kinerja 
Pelayanan 

Perizinan dan 
Non Perizinan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

(IKM) 
Pelayanan 
Perizinan dan 

Non Perizinan  

82,70 82,80 82,90 83,00 83,10 

2. Peningkatan 

Daya Saing 
Investasi 
Daerah 

- 

Peringkat 

Realisasi 
Investasi 
Regional Jawa 

Barat 

1
0

%
 

(R
p
 1

1
.5

0
6
.0

5
8
.8

5
5
.2

8
0

,0
0
) 
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.9
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0
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0

%
 

(R
p
 1

6
.8
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.7

7
0
.0

1
5

,4
0
0

 

Peningkatan 
Nilai Investasi 
Daerah 

Persentase Nilai 
Investasi 
Berskala 

Nasional 
(PMA/PMDN) 

1
0

%
 

(R
p
 1

1
.5

0
6
.0

5
8
.8

5
5
.2

8
0

,0
0
) 

 

1
0
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(R
p
 1
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7
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1
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,4
0
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Sumber data : Renstra Dinas PMPTSP 2018-2023 

 

2.1.2 Indikator Kinerja Utama 

Dari 2 (dua) sasaran strategis yang tertulis dalam 

Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 

2018-2023 ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran yang 

selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama DPMPTSP 

Kota Bekasi 2018-2023 dengan Wali Kota Bekasi dalam rangka 

mendukung pencapaian IKU Wali Kota yang berkaitan dengan 

tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi. 
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Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan ukuran 

keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. IKU dipilih dari 

seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan 

memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja 

yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap jabatan yang 

ada. Adapun target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP sesuai 

dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2013 dapat disajikan ke 

dalam tabel berikut : 
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TABEL 2.2 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
SATUAN 

PENJELASAN 

ALASAN FORMULASI/ CARA PENGUKURAN 
SUMBER 

DATA 

 

TARGET 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Meningkatanya 
Kinerja 

Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Indeks Hasil Survey IKM ini 
merupakan data 

pendukung indicator 
utama untuk mendukung 
tercapainnya sasaran 

renstra RPJMD 2018-
2023 Kota Bekasi 

Hasil Survey IKM dihitung 
berdasarkan rumusan/formula sesuai 

Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Survei Kepuasan 
Masyarakat Unit Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik..  

Hasil 
Survey 

IKM  

82.70 82.80 

 

82.90 83.00 83.10 

2 Peningkatan 
Nilai Investasi 

Daerah 

Persentase 
Peningkatan Nilai 

Investasi Berskala 
Nasional 
(PMA/PMDN) 

% Target Realisasi 
berdasarkan target 

tahunan dalam RPJMD 

Jumlah Investasi di Kota Bekasi 
berdasarkan laporan Penanaman 

Modal baik secara online maupun 
secara Spipise 

Laporan 
10% 

 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

Sumber data : Renstra Dinas PMPTSP 2018-2023 
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2.1.3 Perjanjian Kinerja Tahun 

Perjanjian kinerja merupakan amanat Perpres Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai 

perjanjian kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun 

antara kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Bekasi dengan Wali Kota sebagai atasan 

langsungnya. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana 

capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang 

ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. 

Program-program pada DPMPTSP Kota Bekasi 

merupakan ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan dalam 

suatu kegiatan yang didapatkan atas hasil identifikasi, 

pengembangan, seleksi dan konsultasi dan ditetapkan sebagai 

Indikator Kinerja.  

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan 

dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator 

tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat 

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian 

sasaran. 

Sasaran strategis kesatu yaitu Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat, dengan 1 (satu) 

indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “Indeks 

Kepuasan Mayarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis 

tersebut, DPMPTSP Kota Bekasi melaksanakan 2 (Dua) 

program yaitu program Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) dan Program Pengolahan Data dan Informasi. 

Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin 

dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 82,70 indeks untuk 
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indikator “Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM) Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan”. 

Sasaran strategis kedua yaitu Peningkatan Nilai 

Investasi Daerah, dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran 

yang harus dicapai yaitu “Persentase Peningkatan Nilai 

Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)”. Untuk mencapai 

indikator kinerja sasaran strategis tersebut, DPMPTSP Kota 

Bekasi melaksanakan 3 (tiga) program yaitu Program 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program 

Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan 

Program Promosi Penanaman Modal. 

Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin 

dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 10% 

(Rp11.506.058.855.280) untuk indikator “Persentase 

Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)” 

Penetapan perjanjian kinerja pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Bekasi merupakan bagian dari sasaran, indikator kinerja, target 

serta program/kegiatan yang dapat di sajikan pada table berikut: 
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TABEL 2.3 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN TRIWULAN TARGET 

1 2 3 4 5   

1 Meningkatnya 

Kinerja Pelayanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan. 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan. 

Indeks 82,70 Triwulan I - 

Triwulan II 82,70 

Triwulan III - 

Triwulan IV 82,70 

2 Peningkatan Nilai 

Investasi Daerah 

Persentase Peningkatan 

Nilai Investasi Berskala 

Nasional (PMDN/PMA) 

Rp 

(Rupiah) 

10% 

(Rp 11.506.058.855.280,00) 

 

Triwulan I 10% 

(Rp 1.150.605.885,528) 

Triwulan II 20% 

(Rp 2.301.211.771.056) 

Triwulan III 50% 

(Rp 5.753.029.427.640) 

Triwulan IV 100% 

(Rp 11.506.058.855.280,00) 

 

 
Tabel 2.4 

Sumber data : Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2019 
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ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PADA PERJANJIAN KINERJA 
DPMPTSP KOTA BEKASI 

No Program Anggaran 
Alokasi Triwulan 

Ket 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Program Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 10.264.000.000 1.998.800.000 3.149.992.000 3.116.408.000  1.998.800.000  

2 
Program Pengolahan Data Informasi. 250.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000  

3 
Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal. 

200.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 40.000.000 
 

4 Program Promosi Penanaman Modal. 250.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000  

5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal. 

510.000.000 102.000.000 153.000.000 153.000.000 102.000.000  

6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 10.087.500.000 2.017.500.000 3.026.250.000 3.026.250.000 2.017.500.000  

7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 410.000.000 82.000.000 123.000.000 123.000.000 82.000.000  

8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 30.000.000 6.000.000 9.000.000 9.000.000 6.000.000  

Jumlah Anggaran 22.001.500.000      
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BAB III 

AKUNTABILTAS KINERJA 

 
 

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan 

bahwa Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapaimisi organisasi secara terukur dengan 

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi 

pemerintah yang disusun secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi 

merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja peningkatan 

investasi dan pelayanan perizinan sesuai misi dalam Rencana Strategis 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bekasi Tahun 2018-

2023. 

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan 

pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi 

misi dan tujuan (goal) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan 

jangka menengah. 

 

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa 

salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja 

adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan 

dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan 

melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya 

dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasiyang akuntabel. 
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Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus 

cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. 

 Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Kota Bekasi dilaksanakan dengan 

membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat outcome atau 

output realisasi kinerja aktual tahun 2019 dengan target, sehingga 

diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase. Capaian sasaran 

strategis diindikasikan dengan capaian indikator kinerja outcome. 

Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian IKU yaitu 

indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran 

program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi 

identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. 

Analisis mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja IKU. Hasil 

pengukuran kinerja sasaran strategis, outcome dan output tahun 2019 

terhadap capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, disajikan dalam tabel 

berikut.ini.:  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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TABEL 3.1 

CAPAIAN KINERJA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) 
KOTA BEKASI 

 

 

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019 REALISASI TAHUN 
2019 

CAPAIAN (%) 

1 2 3 4 5 6 8 

1. 

 
Meningkatnya Kinerja 
Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan 
 
 
 

 
Peningkatan Pelayanan 
Perizinan 
 

 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan 

 

82,70 

 

82,75 

 

100,06% 

   

2. 

 
Peningkatan Nilai 
Investasi Daerah 
 

Peningkatan Promosi dan 
Kerjasama Investasi 

 

Persentase Peningkatan 
Nilai Investasi Berskala 
Nasional (PMA/PMDN) 

10% 

(Rp11.506.058.855.280) 

-25,22% 

(Rp7.822.147.070.999) 

-252,19% 

Sumber data : Renstra DPMPTSP 2018-2023 serta database DPMPTSP 

 
 

Untuk pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis level program dan kegiatan pada Belanja Langsung Urusan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 
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TABEL 3.2 
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 

PADA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG URUSAN  

NO SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET PROGRAM KEGIATAN 
OUTPUT 

KEGIATAN 
TARGET 
OUTPUT 

ANGGARAN 
REALISASI 

ANGGARAN 

PENCAPAIAN  DALAM 
PROSENTASI 

KET KEUANGAN FISIK 

(%) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Peningkatan 
Nilai Investasi 
Daerah 

Persentase 
Nilai 
Investasi 
Daerah 

10% 

Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman 
Modal 

I       Rp510.000.000 - - - - 

. Rp11.506.058.855.280 1 
Training LKPM 
Bagi PMA/PMDN di 
Kota Bekasi 

Tersusunnya LKPM 
oleh PMA/PMDN se 
Kota Bekasi 

500 peserta Rp100.000.000 - - - - 

    
2 

Pengawasan 
Monitoring dan 
Evaluasi 
PMA/PMDN  

Kunjungan ke 
Perusahaan 
PMA/PMDN 

500 PMA/PMDN Rp250.000.000 - - 100 - 

    3 
Forum Komunikasi 
Investasi 
PMA/PMDN 

Jumlah Pertemuan 
dengan Investor 

1 kali Rp160.000.000 - - - - 

    
Perencanaan 
dan 
Pengembangan 
Iklim 
Penanaman 
Modal 

II       Rp200.000.000 - - - - 

    
1 

Penyusunan Profil 
Potensi Investasi 
Kota Bekasi 

Buku Profil Potensi 
Investasi Kota 
Bekasi 

150 Buku Rp50.000.000 - - - - 

    2 
Review RUPM 
Kota Bekasi Tahun 
2015 

Dokumen Revisi 
RUPM 

1 Dokumen Rp50.000.000 - - - - 

    

Promosi 
Penanaman 
Modal 

III       Rp250.000.000 - - - - 

    
1 

Promosi Peluang 
Investasi 

Jumlah Event 
Pameran Promosi 
Peluang Investasi 

4 Event Rp150.000.000 - - - - 

    2 
Sosialisasi 
Regulasi 
Penanaman Modal 

Terselenggaranya 
Sosialisasi 

200 orang Rp100.000.000 - - - - 

2 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Perizinan 
Kepada 
Masyarakat 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 
Pelayanan 
Perizinan 
dan Non 

82,70 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

        Rp5.422.115.000 Rp3.136.188.061 57,84 100   
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NO SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET PROGRAM KEGIATAN 
OUTPUT 

KEGIATAN 
TARGET 
OUTPUT 

ANGGARAN 
REALISASI 

ANGGARAN 

PENCAPAIAN  DALAM 
PROSENTASI 

KET KEUANGAN FISIK 

(%) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Perizinan 

1 

Peningkatan 
Kinerja Pelayanan 
pada Mall 
Pelayanan 
Perizinan (MPP) 

Operasional 
Penunjang 
Pelayanan MPP 

55 jenis 
pelayanan 

Rp5.402.115.000 Rp3.124.234.261 57,83 100 - 

2 
IKM Pelayanan 
Perizinan  

Jumlah survei IKM 2 kali Rp20.000.000 Rp11.953.800 59,77 100 
Sesuai 

kebutuhan 

        3 

Rapat Koordinasi 
Pelayanan 
Perizinan Tingkat 
Kota Bekasi dan 
Provinsi Jawa 
Barat 

Jumlah dokumen 
rekapitulaasi dan 
realisasi penerbitan 
izin dan non 
perizinan 

12 dokumen Rp150.000.000 - - - - 

        4 

Sinergitas 
Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan Bidang 
Pembangunan 

Jumlah laporan 
Perizinan Bidang 
Pembangunan (Dok 
Izin dan rekapitulasi 
realisasi 
Lap.penerbitan izin 
dan non izin) per 
Semester 

2 dokumen Rp100.000.000 - - 100 - 

        5 

Sinergitas 
Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan Bidang 
Jasa Usaha 

Jumlah laporan 
Perizinan Bidang 
Jasa Usaha (Dok 
Izin dan rekapitulasi 
realisasi 
Lap.penerbitan izin 
dan non izin) per 
Semester 

2 dokumen Rp100.000.000 - - 100 - 

        
Pengolahan 
Data dan 
Informasi 

        Rp770.000.000 Rp557.947.500 79,71 100   

          1 

Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Online 

Jumlah Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Online 

1 sistem Rp700.000.000 Rp557.947.500 79,71 100 efisiensi 
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NO SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET PROGRAM KEGIATAN 
OUTPUT 

KEGIATAN 
TARGET 
OUTPUT 

ANGGARAN 
REALISASI 

ANGGARAN 

PENCAPAIAN  DALAM 
PROSENTASI 

KET KEUANGAN FISIK 

(%) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

          2 

Revisi Perwal 
Pelaksanaan 
Perizinan dan Non 
Perizinan Online 

Jumlah Perwal yang 
direvisi 

1 Perwal Rp70.000.000 - - - - 

 

Sumber data : Bagian Keuangan Dinas PMPTSP Kota Bekasidu satu Pintu (DPMPTSP)  Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2019 

melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 5 (lima) Program dengan 21 (dua  
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Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/dihasilkan oleh DPMPTSP dalam jangka waktu 5 tahun yang 

dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk 

kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang 

ingin  dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan  sejumlah 

sasaran sebagai berikut: 

 
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya         Kinerja       Pelayanan  

  Perizinan dan Non Perizinan 

Indikator Kinerja : Indikator  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  

  (IKM)    Pelayanan    Perizinan   dan   Non 

 Perizinan. 

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna 

memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan 

pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan 

publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.  

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran 

secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat 

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. 

Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat 

sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara 

pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan 

melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. 

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada 

Sekretariat Daerah Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada 
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Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, 

jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting 

yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk 

Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan 

Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang 

diukur terhadap 11 (sebelas) unit layanan pada Sekretariat Daerah 

Kota Bekasi. 

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai 

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

TABEL 3.3 
ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

 TAHUN 2019 

Sumber data : Bidang Data, Pengembangan Teknologi Informasi, Administrasi 
Perizinan dan Pengaduan Dinas PMPTSP Kota Bekasi 

 

Pencapaian Sasaran Strategis yaitu tercapainya kualitas kinerja 

pelayanan perizinan dan non perizinan yang primadengan jumlah 1 

(satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

Tahun 2019 target IKM 82,70 dengan realisasi sebesar 82,75 di 

semester II serta capaian kinerja 100,06% dengan predikat baik. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan adannya pencapaian yang 

melebihi dari target. Untuk  hasil   perbandingan,  pada  Tahun 2018 

Sasaran 

Strategis 

 

Indikator 

Sasaran 

 

 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Meningkatnya 

Kinerja 

Pelayanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

Pelayanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

82,50 82,67 100,2% 82,70 82,75 100,06% 



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH                          2019 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU    Page 41 

 

target IKM 82.50 dengan capaian realisasi 82,67 dan capaian kinerja 

100,2%. 

Dari target IKM Tahun 2019 sebesar 82,70 dengan realisasi 

capaian 82,75 dengan kenaikan nilai mencapai 0.08 dari tahun lalu 

dikarenakan sebagian besar perizinan sudah melalui online seperti 

aplikasi SILAT dan OSS, sehingga masyarakat dimudahkan melalui 

pelayanan tersebut. 

Izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2019 sebanyak 

34,296 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penerbitan izin 

Tahun 2018 sebanyak 49.670, hal tersebut dikarenakan beberapa 

izin yang ada di DPMPTSP sejumla 32 (tiga puluh dua) sudah 

terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission), aplikasi yang 

dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang 

digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perizinan 

usaha serta pengajuan perizinan lainnya yang termasuk di dalam 

layanan perizinan berusaha menurut Peraturan Pemerinta Nomor 24 

Tanun 2018 Tentang Pelayanan Perizian Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik, sehingga para pelaku usaha yang melakukan 

pendaftaran izin berusaha melalui aplikasi tersebut dapat langsung 

diterbitkan izinya oleh BKPM. 

Aplikasi SILAT dan OSS dapat diakses oleh pemohon 

dimanapun mereka berada sehingga memudahkan dalam 

pendaftaran perizinan tanpa perlu mendatangi kantor DPMPTSP 

serta sistem yang terintegrasi dengan dinas teknis yang 

memudahkan dalam proses pembuatan perizinan. Selain itu 

DPMPTSP juga membuka Gerai Pelayanan Publik baru di Cibubur 

Junction sehingga lebih dekat dan memudahkan masyarakat maupun 

pelaku usaha untuk membuat perizinan.  

 Jumlah layanan pengaduan yang masuk di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 

pada Tahun 2019 dengan jumlah pengaduan yang meningkat 

sebesar 64 (enam puluh empat)dari pengaduan langsung namun 
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semuanya sudah terselesaikan dengan baik. Meningkatnya jumlah 

pengaduan yang masuk dikarenakan selain keluhan banyak terdapat 

juga saran dan masukkan dari pemohon dan masyarakat untuk  

kemajuan dan peningkatan pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi 

kedepannya. 

Berikut di bawah ini Tabel Perbandingan Data Hasil IKM dari 

Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 : 

TABEL 3.4 
PERBANDINGAN DATA HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN 

MASYARAKAT DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 
 

TAHUN Target Realisasi Target 

2017 82.10 82.20 

2018 82.50 82.67 

2019 82.70 82.75 

   Sumber data : Database Dinas PMPTSP Kota Bekasi  

 
 

Grafik 3.1 
PERBANDINGAN DATA HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN 

MASYARAKAT DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 

    Sumber data : Database Dinas PMPTSP Kota Bekasi  

Dilihat dari Tabel 3.6 dan Grafik 3.1hasil Survey IKM dari tahun 

ke tahun selalu ada kenaikan, dan IKM di Tahun 2019 memperoleh 

Kategori B (BAIK), namun DPMPTSP Kota Bekasi tidak lantas 

berpuas diri melainkan DPMPTSP Kota Bekasi melakukan perbaikan 
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dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka 

peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara 

optimal.Dengan capaian yang sangat baik pada Tahun 2019 ini, 

kedepannya pelayanan perijinan DPMPTSP Kota Bekasi perlu 

dipertahankan dan harus terus ditingkatkan agar dapat mencapai 

target akhir Renstra periode 2018-2023. 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan 

melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin.Setiap 

pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan mengisi format 

survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 9 unsur yang relevan, 

valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk 

dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai 

pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Dari hasil IKM unit Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi semester 

II yaitu 82,75, DPMPTSP Kota Bekasi memperoleh Mutu Pelayanan 

kategori B (BAIK) : 76,61–88,30. Indeks Kepuasan Masyarakat 

melampaui Target IKM DPMPTSP sebesar 82,75. Realisasi indikator 

kinerja Tahun 2019 yang lebih tinggi dibandingkan Tahun 2018 

dipengaruhi oleh: 

1. Tersosialisasinya pemahaman masyarakat mengenai kinerja 

pelayanan perizinanyang sudah mulai ada perubahan dengan 

dilakukannya sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh 

DPMPTSP Kota Bekasi diantaranya adalah : 

 Work shop Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha, 

asosiasi dan masyarakat; 

 Sosialisasi perizinan melalui Radio Spoot dan Talk Show di 

Radio, media sosial (Instagram & Twitter); 

 Sosialisasi Perizinan melalui Web-site Kota Bekasi; 

 Sosialisasi melalui media massa lokal dan nasional. 
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2. Telah memiliki Keputusan Wali kota Bekasi Nomor : 

060/Kep.420-Org/X/2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan   

yang   ditandatangani  oleh   Wali   Kota   Bekasi, Keputusan 

Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non 

Perizinan di Lingkungan Pemerinta Kota Bekasidan SOP 

DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 

060/Kep.322-DPMPTSP/VIII/2019 tentang Standar Operasional 

Prosedur di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi; 

3. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 

DPMPTSP Kota Bekasi telah terakreditasi sertifikasi ISO 

9001:2015; 

4. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara 

berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan 

dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti : 

 Simplikasi perizinan; 

 Pelayanan perizinan berbasis online serta aplikasi tracker 

(pelacakan/pegecekkan progress); 

 Layanan delivery perizinan; 

5. Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bersifat integrative 

dan komprehensif dibeberapa tempat seperti di Mal BTC Bekasi 

Timur, Mal Atrium Pondok Gede dan Cibubur Junction. 

6. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dilakukan 

untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada 

masyarakat pemohon izin; 

7. Pengembangan SDM ASN DPMPTSP terus dilakukan untuk 

menabah profesionalisme dalam memuaskan masyarakat 

pemohon izin, hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai 

IKM, salah satunya adalah adanyareward and punishment(kode 

etik). 

 
Dengan tersedianya data IKM,  persentase rata-rata kecepatan 

layanan waktu izin dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 
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1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan; 

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang 

telah dilaksanakan secara periodik; 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan 

upaya yang perlu dilakukan; 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh 

terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan 

dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit 

pelayanan. 

 

TABEL3.5 
   Nilai Presepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, Nilai 

Pelayanan, Kinerja Unit Pelayanan Tahun 2019 
 

Nilai 

Presepsi 

Nilai Interval 

IKM 

Nilai Interval 

Konversi IKM 

Nilai 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 

2 

3 

4 

1,00-2,5996 

2,60-3,064 

3,0644-3,532 

3,5324-4,00 

25,00 –64,99 

65,00-76,60 

76,61-88,30 

88,31 - 100,00 

D 

C 

B 

A 

Tidak Baik 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Sumber data : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 
 

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap 

layanan perizinan DPMPTSP Kota Bekasi adalah “Baik”. Kepuasan 

masyarakat tertinggi adalah dalam hal kenyamanan lingkungan 

dimana Kantor DPMPTSP selalu dikondisikan dalam keadaan bersih, 

asri, sehingga membuat lingkungan nyaman. Kepuasan masyarakat 

urutan selanjutnya adalah dalam hal kenyamanan pelayanan karena 

petugas menjamin kenyamanan pemohon dalam mengurus berkas 

permohonan izin dengan menyediakan sarana layanan informasi, 

pengaduan, bantuan (help desk) dan URC (Unit Reaksi Cepat). 
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DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu 

atas 64 (enam puluh empat) jenis izin, berdasarkan payung hukum 

Surat  Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 

tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan 

Non Perizinan di Lingkungan Pemerinta Kota Bekasi dan Keputusan 

Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.322-DPMPTSP/VIII/2019 tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. 

Untuk realisasi penerbitan izin tahun 2014 – 2019 dapat dilihat 

pada tabel 3.6 sebagai berikut: 

 

 TABEL 3.6 
LAPORAN TAHUNAN 

 PENERBITAN IZIN DAN NON PERIZINAN 

 PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI 

 TAHUN 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 
 

NO 
JENIS 

PERIZINA
N 

TAHUN 
TOTAL 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

IZIN  IZIN  IZIN IZIN IZIN IZIN IZIN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 IZIN 
MENDIRI
KAN 

BANGUN
AN ( IMB ) 

7338 7437 8022 5837 8274 
7818 

44726 

PERUMA
HAN 49 46 21 13 3 

0 
132 

RUMAH 

TINGGAL 1906 2229 2145 1791 1701 
2398 

12170 

INDUSTR

I 8 1 0 0 0 
0 

9 

USAHA-
USAHA 

LAIN 

698 1346 1806 1243 845 753 6691 

PECAHA
N 

4677 3815 4050 2790 5725 
4667 

25724 

2 IZIN 
PERUNT

UKAN 
PENGGU
NAAN 

LAHAN ( 
IPPL ) 

922 886 1319 154 - 

- 

3281 

  IZIN 

PERUNT
UKAN 
PENGGU

NAAN 
LAHAN ( 
IPPL ) 

dan 

109 106 139 19 - 

- 

373 
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Rencana 
Tapak 
Rumah 

Tinggal 

  IZIN 

PERUNT
UKAN 
PENGGU

NAAN 
LAHAN ( 
IPPL ) 

dan 
Rencana 
Tapak 

Non 
Rumah 
Tinggal 

813 780 1180 135 - 

- 

2908 

3 

RENCAN
A TAPAK 
(SITE 

PLAN) 

0 0 0 0 - 

- 

0 

4 
IZIN 

PRINSIP 
0 0 0 14 0 

- 
14 

5 

IZIN 
PENGGU

NAAN 
BANGUN
AN (IPB) 

0 2 0 0 0 

- 

2 

6 

IZIN 
PEMANF
AATAN 

RUANG ( 
IPR ) 

0 0 0 0 0 

- 

0 

7 

IZIN 

LOKASI ( 
IL ) 

14 17 14 6 0 

7 

 

51 

8 

IZIN 
UNDANG 
- 

UNDANG 
GANGGU
AN ( 

IUUG - 
HO )- 
SITU 

720 1022 1029 380 0 

- 

4486 

  Baru 533 711 756 270 - - 2270 

  
Daftar 

Ulang 
60 148 114 47 - 

- 
369 

7 

SIUP 
MINUMA

N BER- 
ALKOHO
L  ( SIUP 

MB ) 

0 4 24 14 20 
30 

62 

  Baru 0 4 24 14 20 
30 

62 

  
Daftar 

Ulang 
0 0 0 0 0 

0                                       

-  

8 

IZIN 
TEMPAT 
USAHA ( 

ITU ) 

0 0 0 0 0 

- 
                                      
-  

9 

IZIN 
PERDAG

ANGAN ( 
SIUP ) 

3822 4300 4665 4061 5920 

1510 

30474 

  

PERUSA

HAAN 
KECIL 

2560 2929 2985 2496 3238 

996 

14208 

  
PERUSA
HAAN 
MENENG

1173 1259 1522 1487 2556 
405 

7997 



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH                          2019 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU    Page 48 

 

AH 

  

PERUSA

HAAN 
BESAR 

89 112 158 78 126 

109 

563 

10 

IZIN 

TANDA 
DAFTAR 
GUDANG 

( TDG ) 

14 30 12 27 53 

 

50 
155 

  Baru 14 30 11 27 53 50 135 

  
Daftar 
Ulang 

0 0 1 0 0 
0 

1 

11 

IZIN 
USAHA 
INDUSTR

I ( IUI ) 

90 148 156 130 120 

53 

855 

  Baru 54 77 84 60 63 19 338 

  
Daftar 
Ulang 

36 71 72 70 57 
34 

306 

12 

IZIN 

USAHA 
TOKO 
MODERN 

( IUTM ) 

110 161 88 153 343 

130 

858 

  Baru 110 161 88 153 343 130 855 

  
Daftar 
Ulang 

0 0 0 0 0 
0 

0 

13 

IZIN 

USAHA 
PUSAT 
PERBELA

NJAAN ( 
IUPP ) 

1 3 0 5 3 

3 

15 

  Baru 1 3 0 5 3 3 15 

  
Daftar 
Ulang 

0 0 0 0 0 
0 

0 

14 
IZIN 
REKLAM

E 

6237 8663 8946 9009 8988 
4741 

49.743 

  Baru 4681 5268 5095 4454 5965 2310 25463 

  
Daftar 
Ulang 

1556 3395 3851 3088 3023 
2431 

14913 

  

- SEWA 

PANGGU
NG 
REKLAM

E 

0 0 0 0 0 

 

9 
9 

15 

IZIN 
PENGUS

AHA 
ANGKUT
AN 

17499 18193 15853 8188 4764 

 
1706 

64497 

  
- SIPA 
LOKAL 

1753 1579 1405 1009 676 
219 

10311 

  
- SIPA 
BARANG 

13381 14617 12758 6486 3393 
1324 

73733 

  
- SIPA 

AKDP 
2365 1997 1690 693 695 

163 
12974 

16 
IZIN 
TRAYEK 

LOKAL 

1911 1618 1371 1061 544 
110 

10727 

18 

IZIN 
PENGGU

NAAN 
TEMPAT 
MAKAM ( 

IPTM ) 

4673 3920 7491 7581 6657 

9060 

38430 

  Baru 1419 1016 1927 1214 2070 3098 7646 
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Daftar 
Ulang 

2839 2536 5143 5840 4118 
5508 

20476 

  
Tumpang 

Tindih 
415 368 421 527 469 

454 
2654 

19 

IZIN 
USAHA 

PERUSA
HAAN 
PENGEL

OLAAN 
AIR 
BAWAH 

TANAH 
(IUPPAT) 

2 3 1 0 0 

0 

6 

20 

IZIN 

JURU 
BOR AIR 
TANAH 

(IJBAT) 

2 3 1 0 0 

0 

5 

21 

IZIN 

PENGEB
ORAN 
AIR 

TANAH 
(IPAT) 

0 0 0 0 0 

0 

0 

22 

IZIN 

PENGEL
OLAAN 
AIR 

BAWAH 
TANAH ( 
SIPA AIR 

) 

243 298 223 0 0 

0 

764 

23 

IZIN 
EKSPLO

RASI AIR 
TANAH 
(IE) 

0 0 0 0 0 

0 

0 

24 

IZIN 
PEMBUA
NGAN 

LIMBAH 
CAIR 
(SIPLC) 

12 19 18 7 18 

16 

90 

  
PENGEL
OLAAN 
B3 

0 36 47 40 38 
33 

194 

25 

IZIN 
PENYIMP

ANAN 
SEMENT
ARA 
LIMBAH 

B3 

0 34 41 38 34 

33 

180 

26 

IZIN 

PENGUM
PULAN 
LIMBAH 

B3 
SKALA 
KOTA 

0 0 0 0 1 

0 

1 

27 

IZIN 
PENGEL
OLAAN 

LIMBAH 
INDUSTR
I 

LAINNYA 

0 2 6 2 3 

0 

13 

28 

TANDA 
DAFTAR 

USAHA 
PARIWIS
ATA ( 

TDUP ) 
DAN IZIN 
PENYELE

353 396 466 467 3376 

514 

5572 
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NGGARA
AN 
HIBURAN 

29 

IZIN 
USAHA 

JASA 
KONSTR
UKSI 

(IUJK) 

417 395 385 310 394 

235 

2136 

30 
SEWA 
LAHAN 

0 0 0 0 0 
0 

0 

31 

TANDA 
DAFTAR 
PERUSA

HAAN ( 
TDP) 

4412 5055 5586 3770 5920 

1687 

26430 

  

PERSER

OAN 
TERBATA
S (PT) 

2276 2727 3144 1737 2179 

1028 

13091 

  

PERSEK
UTUAN 

COMAND
ITER (CV) 

1445 1492 1659 1313 2097 

468 

8474 

  

PERUSA

HAAN 
PERORA
NGAN 

(PO) 

653 794 722 683 1593 

158 

4603 

  
KOPERA
SI 

36 39 56 32 51 
33 

247 

  PMA 0 0 0 0 0 0 0 

  BUL 2 3 5 5 0 0 15 

  

IZIN 
PELAYA

NAN 
KESEHA
TAN 

265 276 285 670 4172 

6089 

11757 

32 
Dokter 
Spesialis 

0 0 0 106 243 
763 

1112 

33 
Dokter 

Umum 
0 0 0 188 980 

944 
2112 

34 
Dokter 
Gigi 

0 0 0 46 326 
398 

770 

  Bidan 0 0 0 66 509 494 1069 

  Perawat 0 0 0 0 1155 1735 2890 

  
Ketenaga 
kerjaan 

0 0 0 0 202 
3 

205 

  Apoteker 0 0 0 0 148 338 486 

  

Tenaga 

Teknis 
Kefarmasi
an 

0 0 0 0 250 

478 

728 

  Fisioterapi 0 0 0 0 0 83 83 

  
Terapis 

Okupasi 
0 0 0 0 0 

8 
8 

  
Terapis 
Wicara 

0 0 0 0 0 
11 

11 

  
Terapis  
Gigi dan 

Mulut 

0 0 0 0 0 
29 

29 

  
Analis 
Kesehata

n 

0 0 0 0 0 
192 

192 
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Terapis 
Refraksio
nis 

Optisen/O
ptometris 

0 0 0 0 0 

18 

18 

  
Tenaga 

Gizi 
0 0 0 0 0 

49 
49 

  
Radiograf
er 

0 0 0 0 0 
87 

87 

  
Tenaga 
Sanitarian 

0 0 0 0 0 
14 

14 

  
Teknisi 
Kardiovas
kuler 

0 0 0 0 0 
0 

0 

  
Tenaga 
Perekam 
Medis 

0 0 0 0 0 
79 

79 

  
Tenaga 
Elektro 
Medik 

0 0 0 0 0 
6 

6 

36 
- Balai 
Pengobat
an 

22 0 0 0 0 
0 

22 

37 

- 
Pengobat

an 
Tradisiona
l 

39 34 46 22 25 

22 

188 

40 
- Izin 
Laboratori
um 

1 4 6 5 5 
2 

23 

41 

- Izin 
Penyelen
ggaraan 

Toko Obat 

16 8 9 13 22 

12 

80 

42 

- Izin 
Penyelen

ggaraan 
Tukang 
Gigi 

0 9 6 147 0 

0 

162 

43 

- Izin 
Penyelen
ggaraan 

Salon 
Kecantika
n 

5 1 6 6 5 

2 

25 

44 

- Izin 
Klinik 

Kecantika
n 

5 0 0 0 0 

0 

5 

45 

- Izin 

Operasion
al Rumah 
Sakit 

0 0 0 14 14 

8 

36 

46 

Izin 
Penyelen
ggaraan 

Optikal 

5 3 8 10 7 

0 

33 

47 
Izin 
Mendirika

n Klinik 

33 52 81 104 92 
51 

413 

48 
Izin 
Operasion

al Klinik 

0 39 42 76 85 
93 

335 

49 

Izin 

Operasion
al Sekolah 

0 39 42 3 33 

34 

151 

50 Labkesda 0 0 0 1 0 0 1 

51 

- Izin 
Penyelen

ggaraan 
Puskesma
s 

0 0 0 4 0 

7 

11 
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52 

IZIN 
PRINSIP 
PENANA

MAN 
MODAL 

0 0 0 0 0 0 0 

53 

A. IZIN 

PRINSIP 
PERUBA
HAN 

PENANA
MAN 
MODAL 

0 0 0 0 0 0 0 

54 

B. IZIN 
PRINSIP 
PERLUA

SAN 
PENANA
MAN 

MODAL 

0 0 0 0 0 0 0 

55 

C. IZIN 
PRINSIP 

PENGGA
BUNGAN 
PERUSA

HAAN 
PENANA
MAN 

MODAL 

0 0 0 0 0 0 0 

56 

PEMBUB
ARAN 

PERSER
OAN 
TERBATA

S DAN 
PERSER
OAN 

COMAND
ITER DAN 
PENGHA

PUSAN 
DARI 
DAFTAR 

PERUSA
HAAN 

0 1 0 0 0 0 1 

57 

PENCAB
UTAN 
SURAT 

IZIN 
USAHA 
PERDAG

ANGAN 
(SIUP) 

0 0 1 0 0 0 1 

58 

REKOME

NDASI 
PROTEK
SI 

KEBAKA
RAN 

0 0 0 0 0   0 0 

59 

IZIN 

LINGKUN
GAN 

167 194 165 160 139 

151 

976 

60 

IZIN 

SEWA 
TANAH 
SARANA 

SOSIAL 

0 0 0 0 0 

0 

0 

61 

REKOME
NDASI 

AMDAL, 
UKL dan 
UPL 

0 0 0 0 0 

0 

0 

63 

REKOME
NDASI 

GALIAN 
PIPA DAN 
KABEL  

0 0 0 0 0 

0 

0 



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH                          2019 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU    Page 53 

 

64 

REKOME
NDASI 
PIEL 

BANJIR 

0 0 0 0 0 

0 

0 

65 

REKOME
NDASI 

PENDIRI
AN 
SEKOLA

H 
SWASTA 

44 36 19 20 13 

20 

152 

66 

REKOME

NDASI 
PEMBAN
GUNAN 

SEKRETA
RIAT 
KOPERA

SI 

0 0 0 0 0 

0 

0 

67 

IZIN 
PENDIRI

AN 
RUMAH 
SAKIT 

SWASTA 

0 1 2 4 2 

5 

14 

68 

Rekomen
dasi 

Rumah 
Sakit 
Swasta 

0 1 0 2 0 

0 

3 

69 

REKOME
NDASI 

PEMBAN
GUNAN 
GEDUNG 

MAJLIS 
TA'LIM 

0 0 0 0 0 

0 

0 

70 

REKOME

NDASI 
ANALISIS 
DAMPAK 

LALU 
LINTAS 
(ANDALL) 

0 0 0 0 0 

0 

0 

71 

REKOME
NDASI 
PEMADA

M 
KEBAKA
RAN 

0 0 0 0 0 

0 

0 

72 

IZIN 
MEMPEK
EKERJAK

AN 
TENAGA 
ORANG 

ASING 
(IMTA) 

0 102 99 147 95 

810 

1.253 

73 

SEWA 

ALAT 
BERAT 

0 0 0 0 0 

0 

6 

  JUMLAH 49,272 53,220 56,288 42.307 49,973 34.580 285.640 
 

Sumber data : Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan Dinas PMPTSP Kota 
Bekasi  

 
 

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2019, 

jumlah realisasi izin yang diterbitkan sebanyak 34.580izin dengan 
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jumlah hari kerja pada tahun 2019 sebanyak 248 hari, maka rata-rata 

jumlah penerbitan izin per hari kerja sebanyak 138 izin. 

Pada periode tahun 2014-2018 jenis izin terbanyak yang 

dimohon oleh masyarakat Kota Bekasi adalah izin Reklame diikuti 

oleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB)namun sebaliknya pada Tahun 

2019 jenis izin terbanyak yang dimohon adalah IMB dan diikuti 

olehReklame. 

Grafik 3.2 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERBIT 

DARI TAHUN 2014 s.d. 2019 

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Bekasitidak puas diri dengan hasil Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sudah diraih saat ini oleh karena 

itu untuk kedepan DPMPTSP akan lebih meningkatkan perbaikan 

dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka 

peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara 

optimal. 

DPMPTSP Kota Bekasi juga selalu berupaya untuk melakukan 

sinergitas antar SKPD terkait dengan melibatkan merekadalam 

melakukan penyederhanaan SOP baik dari prosedur maupun dari 

persyaratan dengan tidak mengabaikan kaidah atau aturan-aturan 

yang berlaku, begitu pula DPMPTSP Kota Bekasi selalu melakukan 

Inovasi dalam IT pelayanan perizinan baik melalui sistem online 

maupun datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Kota Bekasi atau Mal 

Pelayanan Publik di. Selain terus meningkatkan IKM, DPMPTSP 

Kota Bekasi juga berupaya agar pengaduan terkait perizinan setiap 
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tahunnya akan terus berkurang. Berikut tabel dan grafik data 

pengaduan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 : 

 
TABEL 3.7 

PERBANDINGAN DATA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DPMPTSP 
 KOTA BEKASI 

 

TAHUN JUMLAH PENGADUAN PENYELESAIAN 

2014 4 Telah diselesaikan 

2015 6 Telah diselesaikan 

2016 0 Telah diselesaikan 

2017 32 Telah diselesaikan 

2018 58 Telah diselesaikan 

2019 64 Telah diselesaikan 

 
Sumber data : Bidang Data, Pengembangan Teknologi Informasi, Administrasi 

Perizinan dan Pengaduan Dinas PMPTSP Kota Bekasi 

GRAFIK 3.3 
PERBANDINGAN DATA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DPMPTSP 

 KOTA BEKASI 

 

Berdasarkan tabel 3.8 dan grafik 3.3 di atas jumlah 

pengaduan yang masuk dari tahun 2016 mengalami kenaikanhal 

tersebut dikarenakan selain keluhan yang banyak terdapat juga 

saran dan masukkan dari pemohon dan masyarakat untuk  

kemajuan dan peningkatan pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi 

kedepannya. 
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Pencapaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada 

tahun 2019 ini melebihi hingga 100%, hal ini memberikan 

implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori 

tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan 

eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan antara 

lain : 

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-

masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa 

yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2019; 

2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada 

apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan; 

3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis 

kinerja, dimana setiap tindakan atau angaran yang 

dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu; 

4. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi 

internal untuk struktural DPMPTSP untuk mengantisipasi 

terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil dan 

pengarahan dari Kepala Dinas kepada seluruh aparatur 

DPMPTSP terkait pelaksanaan kegiatan maupun kinerja 

pegawai; 

5. Seluruh Pegawai telah menandatangani pakta integritas, 

kontrak kinerja Aparatur dan Pernyataan sebagai Aparatur 

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada 

DPMPTSP Kota Bekasi; 

6. Telah diterapkannya kode etik pegawai Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 

7. Memiliki Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) yang 

dapat memudahkan proses Pelayanan Perizinan; 

8. Telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) 

DPMPTSP Kota Bekasi; 

9. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media 

cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan 

rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah 
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kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya dan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi; 

10. Tahun 2017 telah  terakreditasi sertifikasi ISO 9001:2015; 

11. Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui 

www//dpmptsp.bekasikota.go.iddan 

www//dpmptsp@bekasikota.go.id; 

12. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus 

dilakukan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan 

kepada masyarakat pemohon izin; 

13. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara 

berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan 

dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti : 

 Simplikasi perizinan; 

 Pelayanan perizinan berbasis online serta aplikasi 

tracker (pelacakan/pegecekkan progress); 

 Layanan delivery perizinan. 

 
Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan 

pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain : 

1. Adanya komitmen dari SKPD teknis dalam bekerjasama 

terkait proses penerbitan perizinan yaitu dengan adanya 

petugas dari masing-masing SKPD teknis yang berkantor di 

DPMPTSP Kota Bekasi; 

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-

Org/X/2018 tentang Pelimpahan kewenangan 

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 

3. Keputusan Wali kota Bekasi Nomor : 060/Kep.420-

Org/X/2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan yang 

ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi; 

4. Keputusan Wali kota Bekasi Nomor : 060/Kep.421-

Org/X/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Penandatanganan Perizinan Kepada Wakil Wali Kota Bekasi; 

mailto:www//dpmptsp@bekasikota.go.id
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5. Work shop Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha, 

asosiasi dan masyarakat; 

6. DPMPTSP Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan Forum 

Komunikasi Pimpinan Daerah  dan Muspika  Kota Bekasi 

7. Selain menggunakan APBD, adanya pelibatan CSR 

(Corporate Social Rensponsibility)dari pemrakarsa 

usaha/perusahaan yang berada di Kota Bekasi untuk 

kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Mall 

Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP). 

 
Selain terdapatnya penyebab internal dan eksternal yang 

mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat 

beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan 

dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun 

penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan 

antara lain : 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perizinan 

sehingganilaiinvestasi di Kota Bekasi masihkurang optimal. 

Sebagai solusi alternatif yaitu dengan mengoptimalkan 

penyebaran informasi melalui website, media cetak, media 

elektronik, dan sosial media terkait perizinan dan pelayanan 

perizinan; 

2. Masih adanya prosedur perizinan yang panjang dan berbelit. 

Sebagai solusi alternatif dengan menyederhanakan prosedur 

pada SOP perizinan sehingga investor merasa dimudahkan 

dalam penerbitan izin-izin di Kota Bekasi; 

3. Sinergitas antara dinas teknis masih kurang optimal sehingga 

waktu tempuh perizinan  belumsesuai dengan SOP. Sebagai 

solusi alternatif disediakan ruang bagi petugas dari dinas 

teknis untuk berkantor di DPMPTSP Kota Bekasi sehingga 

dapat mempersingkat waktu proses penerbitan izin-izin; 

4. Masih belum optimalnya sumber daya manusia 

(SDM)dalambidang Informasi Teknologi (IT) untuk 

menunjang proses pelayanan perizinan berbasis online. 
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Sebagai solusi alternatif SDM yang sudah ada, baik dari 

personil IT itu sendiri dan perwakilan dari setiap bidang 

teknis, telah diberikan pelatihan dengan magang di BKPM 

dan untuk kedepanya akan diadakan pelatihan kembali untuk 

meningkatan kapasitas di bidang IT. 

 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 program dan 2 

kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan 

tersebut diuraikan                                 di bawah ini : 

 

1) Program Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) 

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan 

melalui APBD Perubahan anggaran sebesar 

Rp5.422.115.000,00 dan realisasi keuangan sebesar 

Rp3.136.188.061,00 dengan realisasi fisik 100% dan realissi 

keuangan 57,84%, yang diarahkan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan pelayanan pada Mall Pelayanan Perizinan 

(MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) serta meningkatkan 

nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

Pemerintah Kota Bekasi pada saat ini berusaha 

mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, 

mudah, terjangkau, aman dan nyaman juga terintegrasi 

dengan seluruh jenis pelayanan melalui konsep  pelayanan 

publik di pusat-pusat perbelanjaan yang berada di Kota 

Bekasi. Searah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Mal 

Pelayanan Publik. 

DPMPTSP sampai saat ini sudah membuka 1 MPP yang 

awalnya berlokasi di Bekasi Junction dan yang selanjutnya 

MPP dipindahkan dan diresmikan pada Tanggal 03 September 

2019 ke Bekasi Trade Center (BTC) Bekasi Timur dengan total 
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luas 705 M2 yang dikelola oleh PT. GAPURA INTI UTAMA 

dengan total pelayanan yang diselenggarakan di MPP BTC 

sebanyak 102 jenis pelayanan.Untuk tahap awal launching ini, 

terdapat 17 instansi pelayanan publik yang bergabung di MPP 

BTC Mal, yaitu Polres Metro Kota Bekasi, Badan Pendapatan 

Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas 

Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Bank BJB, BPJS 

Ketenagakerjaan, Kantor Pos, Bank BNI, PDAM Tirta Patriot, 

Kantor Kementerian Agama, Kantor Imigrasi, Telkom, Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Selatan, KPP 

Pratama Bekasi Barat, KPP Pratama Bekasi Utara. Jumlah 

instansi pelayanan publik yang bergabung diharapkan dapat 

bertambah sehingga kebutuhan warga semakin terpenuhi. 

Selain MPP, DPMPTSP juga membuka 2 Gerai 

Pelayanan Publik (GPP) yang berlokaasi di Mal Atrium Pondok 

Gede dan Plasa Cibubur. 

Pengembangan Gerai Pelayanan Publik di Mal Atrium 

Pondok Gede merupakan wujud dari program 100 (seratus) 

hari Wali Kota terpilih dalam upaya lebih meningkatkan dan 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bekasi. 

Keberadaan GPP Atrium Pondokgede pada prinsipnya sangat 

diperlukan untuk mendukung perkembangan Kota Bekasi 

menuju Bekasi Smart City, dengan tujuan salah satunya 

adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non 

perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, dekat, mudah, 

terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari 

pungutan liar. 

GPP Plasa Cibubur diresmikan tanggal 12 Maret 2019. 

Gerai Pelayanan Publik (GPP) di Plasa Cibubur terletak di 

Lantai 2, Jalan Alternatif Cibubur-Cileungsi Km.2-3 dengan 

total luas 754.5 M2 dan yang pada saat ini digunakan adalah 

610.2 M2. Plasa Cibubur memiliki layanan yang 

diselenggarakan oleh 16 instansi pelayanan publik yang 
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bergabung di GPP Plaza Cibubur, yaitu Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Badan Pendapatan Daerah 

Kota Bekasi, SAMSAT Kota Bekasi, Kementerian Agama Kota 

Bekasi, Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat, Imigrasi Kota Bekasi, BPJS Kesehatan 

Kota Bekasi, Kantor Pos Indonesia Kota Bekasi, Kantor 

Kejaksaan Kota Bekasi, Badan Pertanahan Kota Bekasi, Bank 

BJB Kota Bekasi, Kantor Pajak Pratama, POLRES Kota 

Bekasi, PT. Telkom Indonesia. 

Hasil yang dicapai adalah : Peningkatan kinerja 

pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga berpengaruh 

pada peningkatan nilai IKM. 

 

2) Program Pengolahan Data dan Informasi 

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan 

anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi keuangan 

sebesar Rp558.947.500,00 dengan realisasi fisik 100% dan 

realisasi keuangan 79,71%, yang diarahkan untuk meningkatkan 

pelayanan perizinan secara online dan pemeliharaan sistem data 

informsi secara terus menerus agar selalu berjalan baik. Hasil 

yang dicapai : Terintegrasinya sistem pelayanan perizinan dan 

meningkatnya pelayanan secara online. 

 

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Nilai Investasi Daerah 

Indikator Kinerja : Persentase  Peningkatan  Nilai  Investasi 

  Berskala Nasional (PMA/PMDN) 

Indikator kinerja pada nilai realisasi investasi PMA dan PMDN 

merupakan ukuran keberhasilan atas kebijakan penanaman modal 

yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan iklim 

usaha yang kondusif dan mempertahankan keberadaan investasi 

yang sudah ada serta menarik investor baru dengan meningkatkan 
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promosi daerah, maupun usaha kerjasama dan investasi dengan 

calon investor dalam dan luar negeri. 

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kota 

Bekasi Tahun 2019 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis 

yang telah ditargetkan tidak tercapai. Rincian analisis capaian 

sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

TABEL 3.8 
ANALISIS CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN NILAI INVESTASI 

TAHUN 2019 

Sumber data: Renstra 2018-2023 Dinas PMPTSP Kota Bekasi & Bidang 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas PMPTSP 

 

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Nilai Investasi 

Daerah dengan jumlah indikator 1 (satu), menunjukkan bahwa dengan 

indikator kinerjanya yaitu Persentase Nilai Investai Berskala Nasional 

(PMA/PMDN) mendapatkan angka persentase capaian kinerja sebesar -

25,22% dengan nilai sebesar Rp7.822.147.070.999,- dari target 

kenaikan investasi setiap tahunnya 10% dengan target investasi 

sebesar Rp11.506.058.855.280,-. Capaian investasi tersebut didapat 

dari LKPM / SPIPISE sebesar Rp7.240.583.700.991,- dan Non SPIPISE 

sebesar Rp581.563.370.008,- sehingga mencapai nilai 

Rp7.822.147.070.999,- 

Penetapan target sebagaimana pada kolom realisasi investasi 

tersebut berdasarkan pada realisasi investasi Tahun 2018 yang sistem 

perhitungan realisasi investasi masih menggunakan data realisasi 

investasi SPIPISE (LKPM) dan Non SPIPISE (SIUP) sebagai sumber 

data. Tahun 2019 BKPM dan Provinsi hanya menghitung realisasi 

investasi dari mekanisme LKPM saja. 

Sasaran 

Strategis 

 

Indikator 

Sasaran 

 

Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Capaian Target Capaian 

1 2 3 4 5 6 

Peningkatan 

Nilai Investasi 

Daerah 

Persentase Nilai 

Investasi Berskala 

Nasional 

(PMA/PMDN) 

10% 

Rp7.190.848.422.

636,35 

145% 

Rp10.460.053.504.

800 

 

10% 

Rp11.506.058.855.

280 

-25,22% 

Rp7.822.147.070.999 
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Pada prinsipnya target investasi yang ditetapkan dengan sumber 

data LKPM, realisasi investasi Kota Bekasi Tahun 2019 mencapai -

25,22% namun begitu termasuk peringkat 5 besar se Jawa Barat, hal 

tersebut dikarenakan Provinsi Jawa Barat memiliki target kenaikan nilai 

investasi sebesar 3% dari target tahun sebelumnya. 

Pemerintah Kota Bekasi terus melaksanakan dan 

menyempurnakan berbagai instrumen kebijakan yang dapat menjaring 

dan meningkatkan minat investasi sehingga apa yang ditargetkan dapat 

tercapai dan terealisasikan, salah satunya dengan memberikan 

kemudahan proses perizinan. 

Di bawah ini merupakan perbandingan capaian realisasi investasi : 
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TABEL 3.9 
PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI INVESTASI  

 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) 
KOTA BEKASI 

 

NO TAHUN 

NILAI INVESTASI 
PERTUMBUHAN 

INVESTASI 
(%) 

TENAGA KERJA INDONESIA TENAGA KERJA ASING KET 

SPIPISE NON SPIPISE 

PENYERTAAN 
MODAL 

PEMERINTAH 
KOTA BEKASI 

TOTAL INVESTASI 
 

SPIPISE 
NON 

SPIPISE 
TOTAL SPIPISE 

NON 
SPIPISE 

TOTAL 
 

INVESTASI PMA INVESTASI PMDN 
    

PMA PMDN 
  

PMA PMDN 
   

1 2008 1,818,010,000,000 281,933,300,000 - 11,300,000,000 2,111,243,300,000 - 1,916 2,964 
data tidak 
tersedia 

4,880 - 7 
data tidak 
tersedia 

7 
 

2 2009 508,282,000,000 111,345,100,000 - 12,550,000,000 632,177,100,000 (70.1) 3,508 1,055 
data tidak 
tersedia 

4,563 - - 
data tidak 
tersedia 

- 
 

3 2010 346,911,000,000 37,393,200,000 - 11,750,000,000 396,054,200,000 (37.4) 261 145 
data tidak 
tersedia 

406 - - 
data tidak 
tersedia 

- 
 

4 2011 3,871,401,000,000 11,088,500,000 890,611,000,000 14,838,755,000 4,787,939,255,000 1,108.9 5,332 556 
data tidak 
tersedia 

5,888 - - 
data tidak 
tersedia 

- 
 

5 2012 1,247,201,000,000 647,734,700,000 1,506,642,081,924 33,000,000,000 3,434,577,781,924 (28.3) 2,786 1,968 
data tidak 
tersedia 

4,754 24 - 
data tidak 
tersedia 

24 
 

6 2013 1,530,014,000,000 548,965,200,000 3,026,407,848,565 21,257,792,000 5,126,644,840,565 49.3 2,831 3,523 
data tidak 
tersedia 

6,354 30 - 
data tidak 
tersedia 

30 
 

7 2014 424,319,490,000 156,390,580,000 4,807,628,870,577 35,500,000,000 5,423,838,940,577 5.8 7,813 708 
data tidak 
tersedia 

8,521 - - 
data tidak 
tersedia 

- 
 

8 2015 821,216,250,000 21,643,600,000 5,860,752,615,836 27,557,000,000 6,731,169,465,836 24.1 6,211 741 
data tidak 
tersedia 

6,952 - - 
data tidak 
tersedia 

- 
 

9 2016 1,468,245,355,013 1,794,226,587,825 5,401,094,367,758 24,927,000,000 8,688,493,310,596 29.1 20,754 2,323 
data tidak 
tersedia 

23,077 - - 
data tidak 
tersedia 

- 
 

10 2017 2,640,853,070,000 1,387,221,735,673 10,075,572,464,138 45,250,000,000 14,148,897,269,811 62.8 2,721 1,061 
data tidak 
tersedia 

3,782 - - 
data tidak 
tersedia 

- 
 

11 2018 3,697,706,700,000 2,674,864,900,000 4,053,481,904,800 34,000,000,000 10,460,053,504,800 145 915 1,525 
data tidak 
tersedia 

2,440 20 - 
data tidak 
tersedia 

20  

12 2019 3,154,301,900,991 4,086,281,800,000 581,563,370,008  7,822,147,070,999 67,98 1,981 2,329 
data tidak 
tersedia 

4,310 - - 
data tidak 
tersedia 

-  

    
Nilai Rata-rata : 5.631.008.088.101 

          

Sumber Data : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas PMPTSP Kota Bekasi  
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Untuk meningkatkan realisasi capaian kedepannya ada beberapa 

kebijakan yang dikeluarkan DPMPTSP yang diharapkan mampu 

mendorong pertumbuhan investasi, kebijakan tersebut diantarannya : 

1. Keterbukaan dari Kota Bekasi menyambut para investor asing yang  

akan berinvestasi; 

2. Peluang investasi di kota bekasi dalam bidang jasa perdagangan 

masih terbuka dan masih sangat luas; 

3. Kemudahan dalam pelayanan perizinan membuat banyak investor 

tertarik untuk berinvestasi di kota bekasi; 

4. Inovasi pelayanan perizinan berupa perizinan online, pelayanan 

pengantaran izin yang sudah selesai langsung ke pemohon; 

5. Melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi yang 

komprehensif  sesuai dengan perkembangan yang ada dalam 

pengelolaan pelayanan perizinan dan Penanaman Modal; 

6. Kondisi iklim investasi di Kota Bekasi sangat baik; 

7. Investasi di sektor konstruksi Tahun 2019 berkembang bagus; 

8. Investasi di sektor jasa perdagangan dan properti sangat diminati  

Kota Bekasi; 

9. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait 

dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal; 

10. Melakukan pelayanan yang terbuka, mudah, cepat dan transparan 

dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas 

pelayanan perizinan dan penanaman modal yang diterima 

masyarakat; 

 

Sebagai perbandingan peningkatan nilai investasi dengan kota lain 

berdasarkan wajib LKPM di Jawa Barat periode Januari sampai dengan 

Desember Tahun 2019, Kota Bekasi masih lebih tinggi dibanding 

dengan Kota Bandung. Nilai investasi di Kota Bekasi mencapai 

Rp7.240.583.700.991,- dengan jumlah LKPM sebanyak 937 dan 

memberikan kontribusi sebesar 5,27% ke dalam realisasi investasi 

Provinsi Jawa Barat, sedangkan nilai investasi Kota Bandung sebesar 

Rp6.310.285.825.661,- dengan jumlah LKPM sebanyak 769 
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memberikan kontribusi sebesar 4,59% terhadap realisasi investasi 

Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel berikut : 

TABEL 3.10 
PERBANDINGAN CAPAIAN INVESTASI 

 
Sumber data : Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat  

 

Secara nasional, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman 

Modal RI realisasi investasi di Jawa Barat berada pada peringkat 

pertama realisasi PMA dan PMDN sebesar 17,0% dari total keseluruhan 

investasi nasional. Proporsi realisasi PMA di Jawa Barat terhadap PMA 

secara nasional yaitu sebesar 20,8%, hal ini menjadikan Jawa Barat 

berada pada peringkat pertama. Namun, proporsi realisasi PMDN Jawa 

Barat terhadap realisasi PMDN secara nasional menempati peringkat 

kedua yaitu sebesar 12,7% setelah DKI Jakarta yang berada pada 

peringkat pertama dengan proporsi sebesar 16,1%, dapat dilihat pada 

grafik berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. KAB/KOTA 
Jumlah 

LKPM 

Jumlah 

Tenaga Kerja 

Jumlah Investasi 

(Rp) 
Rasio (%) 

1 
Kota 

Bekasi 
937 4.310 7.240.583.700.991 5,27 

2 
Kota 

Bandung 
769 6.409 6.310.285.825.661 4,59 
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GRAFIK 3.4 Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi 
 

 

Sumber data : BKPM RI 

 

Beberapa alasan yang menyebabkan realisasi investasi PMA dan 

PMDN di Kota Bekasi dapat meningkat terus setiap tahun dan 

melampaui target yang telah ditetapkan diantaranya;  Secara geografis 

Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat 

dan Provinsi DKI Jakarta, sekaligus merupakan bagian dari perlintasan 

atau poros Sumatera – Jakarta – Jawa Tengah – Jawa Timur maupun 

poros Jakarta – Bandung. Kota Bekasi merupakan penyangga bagi Kota 

Jakarta. Dalam konteks nasional maupun regional, berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi 

merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan 

Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi 

DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam PP tersebut dijelaskan 

sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan 

skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 

Jawa Barat juga memiliki jumlah dan luas kawasan industri yang 

paling besar di Indonesia, berdasarkan sumber data dari Kementerian 
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Perindustrian, Kota Bekasi yang berada di wilayah Jawa Barat memiliki 

jumlah kawasan industri sebanyak 2 buah yaitu kawasan industry gobel 

dengan luas 54,00 Ha dan Kawasan industry marunda Center dengan 

luasan 600,00 Ha dari luas kawasan industri se provinsi Jawa Barat luas 

kurang lebih 17.831,38 Ha (35,11%) dari luas seluruh kawasan industri 

di Indonesia sebesar (50.795,20) sehingga investor tertarik untuk 

menanamkan modalnya di Jawa Barat karena banyaknya kemudahan 

yang didapat jika berinvestasi di kawasan industri. Dari 30 buah 

kawasan industri di Jawa Barat kota bekasi masuk ke dalam program 

KLIK dari BKPM sebanyak 19 Kawasan Industri. KLIK (Kawasan 

Industri Langsung Konstruksi) adalah fasilitas kemudahan yang 

diberikan BKPM, KLIK sejatinya adalah sebuah fasilitas dimana investor 

bisa terus melangsungkan persiapan usahanya berupa pembangunan 

konstruksi begitu mendapatkan izin prinsip meski belum memiliki izin 

lain seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan-amdal, 

UKL/UPL, dan berbagai izin pelaksanaan daerah. Dengan catatan, 

selama memulai konstruksi, investor diwajibkan tetap mengurus izin-izin 

tersebut. Izin-izin yang belum dimiliki tersebut wajib diselesaikan 

sebelum seluruh pembangunan konstruksi untuk kegiatan berproduksi 

selesai. Setelah izin dan konstruksi selesai, pihak investor baru 

diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksi dan mulai berbisnis. 

Selain itu keberhasilan ini juga ditunjang dengan kebijakan yang 

mendukung terhadap peningkatan realisasi penanaman modal 

diantaranya adalah : Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 

tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat. 

 

Strategi Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan perekonomian 

sangat memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya 

adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitasi 

Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan 

fasilitasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai upaya 

Pemerintah Kota Bekasi dalam perbaikan iklim penanaman modal yang 
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selaras dengan Rencana Strategis  Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) dalam rencana aksinya antara lain : 

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan 

dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi 

peraturan); 

2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan 

penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP dibidang 

penanaman modal (sebagai contoh melalui pelaksanaan MPP dan 

GPP di Kota Bekasi); 

3. meningkatkan perekonomian dan minat investor, kemudahan 

berusaha dalam berbagai skala turut didorong Pemerintah melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Singel Submission 

(OSS). 

OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan; 

2. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; 

3. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah 

berdiri sebelum operasionalisasi OSS; dan 

4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, 

maupun terdapat komposisi modal asing. 

Manfaat menggunakan OSS dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) antara lain: 

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik 

prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan 

bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan 

operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan 

mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin; 

2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua 

stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time; 
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3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan 

pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat; 

4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam 

satu identitas berusaha (NIB). 

 

 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan 

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian nilai investasi 

Kota Bekasi yang masuk ke dalam urutan lima besar di Provinsi Jawa 

Barat di target tahun 2019 antara lain : 

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-

masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa 

yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2019; 

2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa 

yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan; 

3. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi internal 

untuk struktural DPMPTSP untuk mengantisipasi terdapatnya 

kegiatan yang tidak fokus pada hasil dan pengarahan dari Kepala 

Dinas kepada seluruh aparatur DPMPTSP terkait pelaksanaan 

kegiatan maupun kinerja pegawai; 

4. Work shop Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha, asosiasi 

dan masyarakat sehingga pemahaman mereka mengenai 

pelayanan perizinan meningkat dan diharapkan dapat menarik 

para investor untuk berinvestasi di Kota Bekasi; 

Adapun faktor penyebab kegagalan atau penghambat kenaikan 

nilai investasi di Kota Bekasi adalah dikarenakan masih rendahnya 

pemahaman para pelaku usaha terhadap tata cara pelaporan LKPM 

terutama bagi para pelaku usaha baru dan kurangnya pemahaman 

para pelaku usaha mengenai sistem pelaporan LKPM berbasis NIB 

(OSS) dan tingginya target kenikan nilai investasi yang ditetapkan 

untuk Kota Bekasi pada Dinas PMPTSP. 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

indikator kinerja ini adalah sebanyak 2 program dan 3 kegiatan. 
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Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut 

diuraikan di bawah ini : 

 
1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Program ini pada APBD Perubahan tidak dialokasikan 

anggaran namun begitu untuk mencapai target kinerja dan 

investasi di Kota Bekasi pada tahun 2019 sebesar 

Rp11.506.058.855.280,00 (sebelas triliyun lima ratus enam 

milyar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima 

ribu dua ratus delapan puluh rupiah) serta mewujudkan 

pelaksanaan program ini maka kegiatan Pengawasan 

Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN terhadap 500 

perusahaan yang berada di Kota Bekasi tetap dilaksanakan 

walaupun tanpa anggaran. Bidang yang membawahi kegiatan 

ini melaksanakannya dengan mengujungi 500 perusahaan di 

Kota Bekasi selama 1 tahun. Perusahaan-perusahaan tersebut 

dimonitoring dan dievaluasi agar patuh dan tertib 

malaksanakan LKPM. Hasil yang dicapai adalah : 

Meningkatnya persentase PMA/PMDN yang patuh terhadap 

kewajiban LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) 

sehingga dapat mencapai targetinvestasi Kota Bekasi di Tahun 

2019. 

Untuk mendukung tercapainya target investasi, secara 

rutin DPMPTSP melaporkan hasil peninjauan lapangan dan 

melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi dan Satgas 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang terbentuk 

berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 

060/Kep.572-Org/XII/2017. 

 
2) Program Promosi Penanaman Modal 

Pada APBD Perubahan program ini tidak dialokasikan 

anggaran namun begitu walaupunn tanpa anggaran untuk 

mencapai target kinerja dan investasi di Kota Bekasi pada 

tahun 2019, DPMPTSP Kota Bekasi mengikuti kegiatan 
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pameran dan workshop. Adapun kegiatan pameran dan 

workshop yang diikuti sebagai berikut : 

1. Workshop Promosi Investasi Daerah 

Kegiatan Workshop Promosi Investasi Daerah 

berlangsung  selama 1 (satu) hari yang dihadiri oleh  

DPMPTSP Provinsi se Indonesia dan Perwakilan 

Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) BKPM  

bertempat di Nusantara Hall, ICE  Jl. BSD Grand 

Boulevard No. 1 Tangerang pada tanggal 14  Maret  2019. 

2. Jabar Bussiness Matching 

Jabar Business Matching  (Dinas PMPTSP Provinsi Jabar 

In Calloboration with JAPNAS Jabar) berlangsung  selama 

1 (satu) hari yang dihadiri DPMPTSP  Kota dan Kabupaten 

se Jawa Barat serta pelaku usaha mikro, kecil, menengah 

(UMKM) dan pelaku usaha besar bertempat di Hotel Grand 

Asrilia Jalan Pelajar Pejuang Bandung pada tanggal 27 

Maret 2019. 

3. West Java Investment Summit (WJIS) 2019  

Kegiatan West Java Investment Summit (WJIS) 2019 

dilaksanakan pada tanggal  18 Oktober 2019 bertempat di 

Trans Luxury Hotel – Bandung di hadiri oleh 250 peserta 

yang terdiri dari para investor dalam dan luar negeri, mitra 

sister province, kedutaan besar negara sahabat, asosiasi, 

pengelola kawasan industri Jawa Barat, instansi 

penanaman modal di 27 kab/kota se-Jawa Barat serta 

instansi terkait lainnya. 

4. Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 

Ajang pameran infrastruktur atau Indonesia Infrastructure 

Week (IIW) 2019 dilaksanakan  dari tanggal 6 November 

hingga 8 November 2019 di Jakarta International Expo 

(JIExpo) Kemayoran, dengan menghadirkan setidaknya 

240 exhibitors dari 20 negara dengan latar belakang 

infrastruktur jalan, jembatan, konstruksi, alat berat, teknik 

sipil, parking dan lainnya. 
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Hasil yang dicapai adalah : Peningkatan minat investor 

di Kota Bekasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

nilai investasi di Kota Bekasi. 

3) Program Promosi Penanaman Modal 

Program ini pada APBD Perubahan dialokasikan 

anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dari yang sebelumnya sebesar Rp200.000.000,00 (seratus juta 

rupiah), namun program tidak dapat diserap dan dilaksanakan 

dikarenakan untuk kegiatan Penyusunan Profil Potensi 

Investasi Kota Bekasi dengan pagu sebesar Rp50.000.000,00 

menggunakan pihak ketiga sehingga pagu yang dianggarkan 

tidak mencukupi, akan tetapi tetap dilaksanakan pendataan 

potensi investasi melalui OSS dan membuat peta potensi  per 

cluster investasi unggulan di Kota Bekasi. Dan untuk kegiatan  

Review RUPM Kota Bekasi  Tahun 2015 ini pun sama seperti 

kegiatan di atas, tidak dapat diserapdan dilaksanakan 

dikarenakan pagu anggaran tidak mencukupi, namun RUPM  

telah dilakukan konsultasi dengan  BKPM dan DPMPTSP 

Provinsi Semarang kaitan review RUPM, serta membuat 

sinkronisasi Review RUPM Kota Bekasi dengan RUPM 

Nasional. 

Hasil yang dicapai : Tersinkronisasinya RUPM Kota 

Bekasi dengan RUPM Nasional dan tersedianya data potensi 

investasi serta peta potensi per cluster investasi unggulan di 

Kota Bekasi. 

 

3.2.1 Analisis Efesiansi Sumber Daya 

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung 

pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi 

sumber daya biaya dan sumber daya manusia. 

Pada tahun 2019 realisasi biaya untuk semua program baik 

Belanja Langsung Urusan (BLU) maupun Belanja Langsung 

Penunjang Urusan (BLPU), adalah Rp12.912.534.174, sementara 

target biaya untuk semua program yaitu Rp16.627.483.355, 
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sehingga persentase efisiensi biaya pada level program sebesar 

22,34%. Persentase efisiensi tersebut cukup signifikan dari 

penggunaan sumber daya biaya. Hal tersebut dikarenakan pada 

level kegiatan nampak banyaknya efisensi penggunaan sumber 

daya di sebagian besar kegiatan dan adanya sumber daya yang 

tidak diserap seperti pada kegiatan Jasa Surat menyurat, 

Penataan Arsip, Forum Komunikasi Investasi PMA/PMDN, 

Penyusunan Profil Potensi Investasi Kota Bekasi dan Review 

RUPM Kota Bekasi Tahun 2015, hal ini dikarenakan adanya 

kebijakan anggaran sehingga terjadi penurunan penyerapan 

realisasi anggaran pada tahun 2019. 

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah 

dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan 

kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan 

kegiatan, penggunaan tenaga ahli pada kegiatan Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online dan 

kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR dalam membantu 

melaksanakan kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Mall 

Pelayanan Perizinan (MPP). 
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TABEL 3.11 

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

         No Urusan / Program 
/ Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcome)/Kegiatan 

(output) 

Target Kinerja dan Anggaran  Realisasi Capaian Kinerja dan 
Anggaran (2019) 

Tingkat Capaian Kinerja 
dan Realisasi Anggaran 

2019) (%) 

Keterangan 

 1 2 3 4 5 6 7 

K Rp K Rp K Rp 
 

  Penanaman 
Modal 

    

  Program 

Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

      

1 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Terlaksananya 
pengantaran surat dinas 

24.00 Orang dan 40 
dokumen 

3.000.000 24 0 100 0   

    Meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 

100.00 %   100 0 100 0   

2 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Tersedianya telepon, 
listrik, internet dedicated, 
pulsa SMS center, TV 

Kabel, Hosting Net 

1.00 line telepon, 1 
rekening listrik, 
dedicated internet, 

SMS center, TV Kabel, 
Hosting Net 

679.000.000 1 361.135.741,00 100 53,19   
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    Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran 

100.00 %   100 0 100 0   

3 Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 

Terlaksananya kebersihan 
kantor 

1848.00 M2 gedung 
bertingkat, 1091 M2 

halaman gedung 

200.000.000 1.848,00 198.522.300,00 100 99,26   

    Meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 

100.00 %   100 0 100 0   

        

4 Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

Tersedianya Alat Tulis 
Kantor 

51.00 jenis 300.000.000 51 288.738.300,00 100 96,25   

    Meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 

100.00 %   100 0 100 0   

        

5 Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Tersedianya barang 
cetakan dan penggandaan 

58.00 jenis 322.320.000 58 266.338.300,00 100 82,63   

    Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran 

100.00 %   100 0 100 0   

        

6 Penyediaan 

Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Terpenuhinya komponen 

instalasi listrik/ penerangan 
bangunan kantor 

7.00 jenis 5.000.000 5,25 1.984.000,00 75 39,68   
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    Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran 

100.00 %   75 0 75 0   

        

7 Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 

Perundang-
undangan 

Tersedianya bahan bacaan 400.00 eksemplar 40.000.000 300 27.855.000,00 75 69,64   

    Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran 

100.00 %   75 0 75 0   

        

8 Penyediaan 

Makanan dan 
Minuman 

Tersedianya makanan dan 

minuman harian pegawai, 
tamu dan rapat 

300.00 jamuan makan, 

500 jamuan ringan, 
818 air isi ulang galon, 
150 dus air mineral 

600 ml, 50 dus air 
mineral 330 ml, 80 dus 
air mineral gelas 

51.400.000 240 32.851.000,00 80 63,91   

    Meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 

100.00 %   80 0 80 0   

        

9 Rapat-Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Ke Luar 

Daerah 

Terpenuhinya koordinasi 
dan konsultasi ke luar dan 
dalam daerah 

40.00 oh perjalanan 
dalam daerah, 96 oh 
perjalanan luar daerah 

127.680.000 40 36.900.000,00 100 28,9   
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    Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran 

100.00 %   100 0 100 0   

        

10 Penyediaan Jasa 
Tenaga 
Administrasi/Tekni

s Perkantoran 

Tersedianya tenaga 
administrasi/ teknis 
perkantoran 

126.00 orang x 8 
bulan, 134 orang x 4 
bulan 

7.694.025.000 126 7.565.901.225,00 100 98,33   

    Meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 

100.00 %   100 0 100 0   

        

11 Penyebarluasan 
Informasi 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah 

Terlaksananya pembuatan 
media informasi/ publikasi 

858.00 mmk color, 700 
mmk B/W 

60.000.000 858 40.000.000,00 100 66,67   

    Meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 

100.00 %   100 0 100 0   

12 Penyediaan Jasa 
Keamanan Kantor 

Tersedianya jasa 
keamanan kantor 

2.00 orang x 12 bulan 121.600.000 2 121.171.000,00 100 99,65   

    Meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 

100.00 %   100 0 100 0   

        

13 Penataan Arsip Tersedianya lemari dan 
dus arsip 

2.00 lemari arsip, 400 
dus arsip 

70.000.000 0 0 0 0   
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    Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran 

100.00 %   0 0 0 0   

14 Penyediaan 
Barang Cetakan 

dan Penggandaan 
(Tunda Bayar) 

Pembayaran Utang atas 
kegiatan Penyediaan 

Barang Cetakan dan 
Penggandaan TA. 2018 

6000000.00 Rp 6.000.000 6.000.000,00 6.000.000,00 100 100   

    Lunasnya utang atas 
penundaan bayar TA. 

2018 

100.00 %   100 0 100 0   

        

15 Penyediaan 
Makanan dan 

Minuman (Tunda 
Bayar) 

Pembayaran utang atas 
Kegiatan Penyediaan 

Makanan dan Minuman 

4440000.00 Rp 4.440.000 4.440.000,00 4.440.000,00 100 100   

    Lunasnya utang atas 
penundaan bayar TA. 

2018 

100.00 %   100 0 100 0   

        

  Program 
Peningkatan 

Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

      

16 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 

Terlaksananya 
pemeliharaan gedung 
kantor 

666.00 M2 100.000.000 599,4 68.000.000,00 90 68   

    Meningkatnya sarana 
dan prasarana aparatur 

100.00 %   90 0 90 0   
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17 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 

Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Terpenuhinya 
pemeliharaan kendaraan 

dinas/ operasional dan 
STNK 

10.00 unit mobil, 6 unit 
motor 

250.000.000 8 43.753.392,00 80 17,5   

    Meningkatnya sarana 
dan prasarana aparatur 

100.00 %   80 0 80 0   

        

18 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 
Kantor 

Terlaksananya 
pemeliharaan peralatan 

gedung kantor 

58.00 unit 60.000.000 52,2 30.935.000,00 90 51,56   

    Meningkatnya sarana 
dan prasarana aparatur 

100.00 %   90 0 90 0   

        

19 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

(Tunda Bayar) 

Pembayaran utang atas 

Kegiatan Pemeliharaan 
Rutin/ Berkala Kendaraan 
Dinas/ Operasional TA. 

2018 

6415000.00 Rp 6.415.000 6.415.000,00 6.415.000,00 100 100   

    Lunasnya utang atas 

penundaan bayar TA. 
2018 

100.00 %   100 0 100 0   
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  Program 
Peningkatan 
Pengembangan 

Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

      

20 Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 
SKPD 

Dokumen Renja 
DPMPTSP Tahun 2020 

1.00 dokumen renja 
DPMPTSP Tahun 
2020 

15.000.000 1 970.000,00 100 6,47   

    Dokumen Lakip Tahun 

2019 

1.00 dokumen Lakip 

Tahun 2019 

  1 0 100 0   

    Dokumen Renstra 
DPMPTSP 2019-2023 

1.00 dokumen Renstra 
DPMPTSP 2019-2023 

  1 0 100 0   

    Dokumen evaluasi kinerja 

DPMPTSP 

4.00 dokumen 

evaluasi kinerja 
DPMPTSP 

  4 0 100 0   

    meningkatnya 

pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

100.00 %   100 0 100 0   

21 Penyusunan 
Laporan Keuangan 

Laporan keuangan 3.00 jenis laporan 15.000.000 3 2.000.000,00 100 13,33   

    Meningkatnya sistem 
pelaporan keuangan 

100.00 %   100 0 100 0   
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22 Penyusunan 

Laporan Keuangan 
(Tunda Bayar) 

Pembayaran utang atas 

Kegiatan Penyusunan 
Laporan Keuangan TA. 
2018 

5055000.00 Rp 5.055.000 5.055.000,00 5.055.000,00 100 100   

    Lunasnya utang atas 
penundaan bayar TA. 
2018 

100.00 %   100 0 100 0   

        

  Program 
Pengendalian 

Pelaksanaan 
Penanaman 
Modal 

      

23 Pengawasan, 
Monitoring dan 
Evaluasi 

PMA/PMDN 

Jumlah PMA/PMDN yang 
diawasi, dimonitor dan 
dievaluasi 

0.00 0 0 0 0 0 0   

    Meningkatnya 
Presentase PMA/PMDN 

yang patuh terhadap 
kewajiban LKPM 

0.00 0   0 0 0 0   

24 Training LKPM 
Bagi PMDN/PMA 
Di Kota Bekasi 

Tersusunnya LKPM oleh 
PMA /PMDN se Kota 
Bekasi 

0.00 0 0 0 0 0 0   

    Meningkatnya 
Presentase PMA/PMDN 

yang Patuh terhadap 
kewajiban LKPM 

0.00 0   0 0 0 0   
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25 Forum Komunikasi 

Investasi 
PMA/PMDN di 
Kota Bekasi 

Jumlah Pertemuan 

Dengan Investor 

1.00 kali 160.000.000 0 0 0 0   

    Meningkatnya kepatuhan 
perusahaan PMA/PMDN 

terhadap kewajiban 
LKPM 

25.00 %   0 0 0 0   

  Program 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) 

      

26 Peningkatan 
Kinerja Pelayanan 
pada Mall 

Pelayanan 
Perizinan (MPP) 

Operasional penunjang 
pelayanan MPP 

3.00 Lokasi MPP 5.402.115.000 3 3.124.234.261,00 100 57,83   

    Peningkatan Kinerja 

Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan yang 
tersedia di MPP 

55.00 Jenis Pelayanan 

Perizinan 

  55 0 100 0   

27 Rapat Koordinasi 

Pelayanan 
Perizinan Tingkat 
Kota Bekasi dan 

Provinsi Jawa 
Barat 

Jumlah dokumen 

rekapitulasi dan realisasi 
penerbitan izin dan non 
perizinan 

0.00 0 0 0 0 0 0   

    Penerbitan perizinan dan 
non perizinan sesuai 

SOP 

0.00 0   0 0 0 0   
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28 Sinergitas 

Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan Bidang 

Pembangunan 

Jumlah Laporan Perizinan 

Bidang Pembangunan 
(Dokumen Izin dan 
Rekapitulasi Realisasi 

Laporan Penerbitan Izin 
dan Non Izin) per 
Semester 

0.00 0 0 0 0 0 0   

    Penerbitan Perizinan 

Bidang Pembangunan 
sesuai SOP 

0.00 0   0 0 0 0   

        

29 Sinergitas 

Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan Bidang 

Jasa Usaha 

Jumlah laporan Perizinan 

Bidang Jasa Usaha 
(Dokumen izin dan 
rekapitulasi realisasi 

laporan penerbitan izin dan 
non izin ) Per Semester 

0.00 0 0 0 0 0 0   

    Penerbitan Perizinan 
Bidang Jasa Usaha 

sesuai SOP 

0.00 0   0 0 0 0   

        

30 IKM Pelayanan 
Perizinan 

Jumlah Survei IKM 2.00 kali 20.000.000 2 11.953.800,00 100 59,77   



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH                          2019 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU    Page 85 

 

    Meningkatnya nilai IKM 

melalui peningkatan 
jenis pelayanan perizinan 
dan non perizinan 

55.00 jenis   55 0 100 0   

        

  Program 
Pengolahan Data 
dan Informasi 

      

31 Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Pelayanan 

Perizinan Online 

Jumlah Sistem Pelayanan 
Perizinan Online yang 
dikelola 

1.00 sistem 700.000.000 1 557.947.500,00 100 79,71   

    Sistem Pelayanan 
Perizinan yang 
Terintegrasi 

100.00 %   100 0 100 0   

32 Revisi Perwal 

Pelaksanaan 
Perizinan dan Non 
Perizinan Online 

Jumlah Perwal yang 

direvisi 

0.00 0 0 0 0 0 0   

    Pedoman bagi 
pelaksanaan sistem 
perizinan dan non 

perizinan online yang 
terintegrasi 

0.00 0   0 0 0 0   

        

  Program 
Perencanaan dan 
Pengembangan 

Iklim Penanaman 
Modal 
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33 Penyusunan Profil 

Potensi Investasi 
Kota Bekasi 

Buku Profil Potensi 

Investasi Kota Bekasi 

150.00 Buku 50.000.000 0 0 0 0   

    Informasi potensi 

investasi untuk 
mencapai realisasi 
investasi PMA/PMDN 

9033201262302.80 

Rupiah 

  0 0 0 0   

34 Review RUPM 

Kota Bekasi Tahun 
2015 

Dokumen Revisi RUPM 1.00 Dokumen 50.000.000 0 0 0 0   

    Peningkatan nilai 

realisasi investasi 
PMA/PMDN 

9033201262302.80 

Rupiah 

  0 0 0 0   

  Program Promosi 
Penanaman 
Modal 

      

35 Promosi Peluang 
Investasi 

Jumlah Event pameran 
promosi peluang investasi 

0.00 0 0 0 0 0 0   

    Peningkatan minat 
investor 

0.00 0   0 0 0 0   

        

36 Sosialisasi 
Regulasi 
Penanaman Modal 

Terselenggaranya 
Sosialisasi 

0.00 0 0 0 0 0 0   

    Meningkatnya 

Kemampuan Peserta 

0.00 0   0 0 0 0   

        

  Program 
Peningkatan 

Pelayanan 
Perizinan 
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37 Pelayanan Publik 

Mall Atrium 
Pondokgede 
(Tunda Bayar) 

Pembayaran utang atas 

kegiatan Pelayanan Publik 
Mall Atrium Pondokgede 

100.00 % 109.433.355 100 109.433.355,00 100 100   

    Lunasnya utang atas 

penundaan bayar TA. 
2018 

100.00 %   100 0 100 0   

    12.912.534.174,00 98,67 77,66   

        

 

Sumber data : Aplikasi SiEncang Kota Bekasi Tahun 2019 
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TABEL 3.12 
Realisasi Belanja Tahun 2019 

 
Sumber data : Bagian Keuangan Dinas PMPTSP Kota Bekasi 

 

Beberapa catatan analisis pembiayaan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 

Anggaran 2019 yaitu adanya beberapa kegiatan yang 

mengalami perubahan pagu anggaran, diantaranya: 

1. Kegiatan yang perlu penambahan anggaran karena 

penambahan output adalah : 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

2. Kegiatan yang perlu pengurangan anggaran karena efisiensi 

antara lain: 

- Pengawasan Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN; 

- Training LKPM Bagi PMA/PMDN di Kota Bekasi; 

- Forum Komunikasi Investasi PMA/PMDN; 

- Penyusunan Profil Potensi Investasi Kota Bekasi; 

- Review RUPM Kota Bekasi Tahun 2015; 

- Promosi Peluang Investasi; 

- Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal; 

- IKM Pelayanan Perizinan; 

- Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Mal Pelayanan 

Perizinan; 

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 

- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 

Perkantoran. 

No Jenis Belanja  Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % 

1 2 3 4 5 6 

I Belanja Langsung 

Penunjang Ursan 

10.135.935.000,- 9.108.965.258,- 1.026.969.742,- 89,87 

II Belanja Langsung 

Urusan 

6.491.548.355,- 3.803.568.916,- 2.687.979.439,- 58,59 

TOTAL BELANJA  16.627.483.355,- 12.912.534.174,- 3.714.949.181,- 77,66 
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Banyaknya pengurangan pagu anggaran pada APBDP 

Tahun Anggaran 2019 dikarenakan adanya kebijakan anggaran. 

 

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Program 

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program 

Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Belanja 

Langsung Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2019 adalah 

sebagai berikut : 
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TABEL 3.13 
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2019 

dan Prakiraan Maju Tahun 2020 
DPMPTSPKota Bekasi  

Kode 
Urusan/ Bidang 

Urusan/ Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome)/ Kegiatan (output)  

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju tahun 2020 

Unit PD  

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif   Sumber Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Jumlah 

Perubahan (+/-) 

Sebelum 
Perubah

an 

Sesudah 
Perubahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 

2.12.2.12
.01.21 

Program 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Persentase Nilai 
Investasi 
Berskala 
Nasional 
(PMA/PMDN) 

Persentase Nilai 
Investasi Berskala 
Nasional 
(PMA/PMDN 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 
 
 

Kota Bekasi Kota 
Bekasi 

10% 10% 510.000.000 - (510.000.000)  APBD 
Kota 

Bekasi,  

 APBD Kota 
Bekasi,  

100% 450.000.000 Penanaman 
Modal 

4.12.02 Training LKPM bagi 
PMA/PMDN diKota 
Bekasi 

Tersusunnya 
LKPM oleh 
PMA/PMDN se 
Kota Bekasi 

Tersusunnya LKPM 
oleh PMA/PMDN se 
Kota Bekasi 

Para Pelaku 
Usaha 

Para Pelaku 

Usaha 

Kota Bekasi Kota 
Bekasi 

500 peserta - 100.000.000 - (100.000.000)  APBD 
Kota 

Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

150 

peserta 

100.000.000 Bidang 
Pengawasan 

dan 
pengendalian 

PM 

4.12.01 Pengawasan 
Monitoring dan 
evaluasi PMA/ 
PMDN 

Kunjungan ke 
Perusahaan 
PMA/PMDN 

Kunjungan ke 
Perusahaan 
PMA/PMDN 

Para Pelaku 
Usaha 

Para Pelaku 

Usaha 

Kota Bekasi Kota 
Bekasi 

500 PMA/ 
PMDN 

- 250.000.000 - (250.000.000)  APBD 
Kota 

Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

300 

PMA/PMD

N 

100.000.000 Bidang 
Pengawasan 

dan 
pengendalian 

PM 

4.12.03 Forum Komunikasi 
Investasi 
PMA/PMDN 

Jumlah 
Pertemuan 
dengan Investor 

Jumlah Pertemuan 
dengan Investor 

Para Pelaku 
Usaha 

Para Pelaku 

Usaha 

Kota Bekasi Kota 
Bekasi 

1 kali - 160.000.000 - (160.000.000)  APBD 
Kota 

Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

- - Bidang 
Pengawasan 

dan 
pengendalian 

PM 

2.12.2.12
.01.24 

Program 
Perencanaan dan 
Pengembangan 
Iklim Penanaman 
Modal 

Persentase Nilai 
Investasi 
Berskala 
Nasional 
(PMA/PMDN) 

Persentase Nilai 
Investasi Berskala 
Nasional 
(PMA/PMDN 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 
 
 

Kota Bekasi Kota 
Bekasi 

10% 10% 200.000.000 100.000.000 (100.000.000)  APBD 
Kota 

Bekasi,  

 APBD Kota 
Bekasi,  

100% 100.000.000 Penanaman 
Modal 

2.12.2.12
.01.24.01 

Penyusunan Profil 
Potensi Investasi 
Kota Bekasi 

Buku Profil 
Potensi Investasi 
Kota Bekasi 

Buku Profil Potensi 
Investasi Kota 
Bekasi 

Investor Investor Kota Bekasi Kota 
Bekasi 

150 Buku 1 Buku 100.000.000 50.000.000 (50.000.000)  APBD 
Kota 

Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

100% 100.000.000 Bidang PM 

2.12.2.12
.01.24.02 

Review RUPM Kota 
Bekasi Tahun 2015 

Dokumen Revisi 
RUPM 

Dokumen Revisi 
RUPM 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

- Kota Bekasi - 1 dokumen - 100.000.000 50.000.000 (50.000.000)  APBD 
Kota 

Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

- - Bidang PM 
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Kode 
Urusan/ Bidang 

Urusan/ Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome)/ Kegiatan (output)  

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju tahun 2020 

Unit PD  

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif   Sumber Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Jumlah 

Perubahan (+/-) 

Sebelum 
Perubah

an 

Sesudah 
Perubahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 

2.12.2.12
.01.01.25 

Program Promosi 
Penanaman Modal 

Persentase Nilai 
Investasi 
Berskala 
Nasional 
(PMA/PMDN) 

Persentase Nilai 
Investasi Berskala 
Nasional 
(PMA/PMDN 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 
 
 

Kota Bekasi Kota 
Bekasi 

10% 10% 250.000.000 - (250.000.000)  APBD 
Kota 

Bekasi,  

- 100% 100.000.000 Penanaman 
Modal 

2.12.2.12
.01.25.01 

Promosi Peluang 
Investasi 

Jumlah Event 
Pameran Promosi 
Peluang Investasi 

- Pelaku Usaha - Kota-kota di 
Indonesia 

- 4 event - 150.000.000 - (150.000.000) APBD 
Kota 

Bekasi 

4 event 100% 100.000.000 Bidang PM 

2.12.2.12
.01.25.02 

Sosialisasi Regulasi 
Penanaman Modal 

Terselenggarany
a Sosialisasi 

- Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

- Kota Bekasi - 200 org - 100.000.000 - (100.000.000) APBD 
Kota 

Bekasi 

- 100%  Bidang PM 

2.12.2.12
.1.22 

Program 
Pengelolaan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

Indeks 
kepuasan 
masyarakat 
(IKM) Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan 

Indeks kepuasan 
masyarakat (IKM) 
Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota 
Bekasi 

82,70 82,70 9.744.000.000 6.491.548.355 (5.091.885.000)  APBD 
Kota 

Bekasi,  

 APBD Kota 
Bekasi,  

82,80 10.514.000.000 Layanan 
perizinan 

2.12.2.12
.01.22.01 

Peningkatan Kinerja 
Pelayanan pada 
Mal Pelayanan 
Perizinan (MPP)  

Operasional 

Penunjang 

Pelayanan MPP 

Operasional 

Penunjang 

Pelayanan MPP 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota 
Bekasi 

55 jenis 
pelayanan 

55 jenis 
pelayanan 

9.744.000.000 5.402.115.000 (3.891.885.000)  APBD 
Kota 

Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

5 lokasi  9.082.000.000 Bidang 
pembangunan 

2.12.2.12
.01.22.02 

Rapat Koordinasi 
Pelayanan 
Perizinan Tingkat 
Kota Bekasi dan 
Provinsi Jawa Barat 

Jumlah dokumen 

rekapitulasi dan 

realisasi 

penerbitan izin 

dan non perizinan 

- Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

- Kota Bekasi - 12 dokumen - 150.000.000 - (150.000.000) APBD 
Kota 

Bekasi 

- - - Sekretariat 
(Sub.Bag 

Perencanaan) 

2.12.2.12

.01.22.03 

Sinergitas 
pelayanan perizinan 
dan non perizinan 
Bidang 
Pembangunan 

Jumlah laporan 
perizinan Bidang 
Pembangunan 

- Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

- Kota Bekasi - 12 dokumen  - 
 

100.000.000 - (100.000.000)  APBD 
Kota 

Bekasi  

- - - Bidang 
Pembangunan 
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Kode 
Urusan/ Bidang 

Urusan/ Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome)/ Kegiatan (output)  

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju tahun 2020 

Unit PD  

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif   Sumber Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Jumlah 

Perubahan (+/-) 

Sebelum 
Perubah

an 

Sesudah 
Perubahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 

2.12.2.12

.01.22.04 

Sinergitas 
pelayanan perizinan 
dan non perizinan 
Bidang Jasa Usaha 

Jumlah laporan 
perizinan Bidang 
Jasa Usaha 

- Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

- Kota Bekasi - 12 dokumen  - 
 

100.000.000 - (100.000.000)  APBD 
Kota 

Bekasi  

- - - Bidang Jasa 
Usaha 

2.12.2.12

.01.22.05 

IKM Pelayanan 
Perizinan 

Jumlah Survei IKM Jumlah Survei IKM DPMPTSP DPMPTSP Kota Bekasi Kota Bekasi 2 kali 2 kali 100.000.000 20.000.000 (80.000.000)  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

2 kali Survei 
IKM per 

semester 

100.000.000 Bidang data dan 
pengaduan 

2.12.2.12

.1.23 

Program Pengolahan 
Data dan Informasi 

Indeks 
kepuasan 
masyarakat 
(IKM) Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan 

Indeks kepuasan 
masyarakat (IKM) 
Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota 
Bekasi 

82,70 82,70 770.000.000 700.000.000 (70.000.000)  APBD 
Kota 

Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

82,80 600.000.000 Bidang data dan 
pengaduan 

2.12.2.12

.1.23.01 

Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Online 

Jumlah sistem 
pelayanan perizinan 

online 

Jumlah sistem 
pelayanan perizinan 

online 

DPMPTSP DPMPTSP Kota Bekasi Kota Bekasi 1 sistem 1 sistem 700.000.000 700.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

1 sistem 600.000.000 Bidang data dan 
pengaduan 

2.12.2.12

.1.23.02 

Revisi Perwa 
Pelaksanaan Perizinan 
dan Non Perizinan 
onlinel 

Jumlah Perwal yang 

direvisi 

- DPMPTSP - Kota Bekasi - 1 Perwal - 70.000.000 - (70.000.000) - - - - - 
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Kode 
Urusan/ Bidang 

Urusan/ Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome)/ Kegiatan (output)  

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju tahun 2020 

Unit PD  

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif   Sumber Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 

Jumlah 
Perubahan (+/-) 

Sebelum 
Perubahan 

Sesudah 
Perubahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Program pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Terselenggaran
ya pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Terselenggarany
a pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi   9.693.040.000 9.684.465.000 (8.575.000)  APBD Kota 
Bekasi,  

 APBD Kota 
Bekasi,  

Terselenggaranya 
pelayanan 

administrasi 
perkantoran 

9.682.600.000  

2.12.2.12.0

1.01.01 

Penyediaan jasa 
surat menyurat 

Jumlah jasa 
surat menyurat 

Jumlah jasa surat 
menyurat 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 9 kali 9 kali 3.000.000 - -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

9 kali 10.000.000 sekertariat 

2.12.2.12.0

1.01.02 

Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik  

Jumlah jasa 
komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik 

Jumlah jasa 
komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 2 line telephone, 1 
line sms 

center,rekening 
listrik, internet 

2 line telephone, 1 
line sms 

center,rekening 
listrik, internet 

679.000.000 679.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

2 line telephone, 1 
line sms 

center,rekening listrik, 
internet 

747.000.000 sekertariat 

2.12.2.12.0

1.01.08 

Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 

Jumlah jasa 
kebersihan 
kantor 

Jumlah jasa 
kebersihan kantor 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 3 orang, 
perlengkapan 

3 orang, 
perlengkapan 

200.000.000 200.000.000 - APBD Kota 
Bekasi 

APBD Kota 
Bekasi 

3 orang, 
perlengkapan 

250.000.000 sekertariat 

2.12.2.12.0

1.01.10 

Penyediaan alat tulis 
kantor 

Jumlah alat tulis 
kantor 

Jumlah alat tulis 
kantor 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 66 Jenis 65 jenis 300.000.000 300.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

65 jenis ATK 550.000.000 sekertariat 

2.12.2.12.0

1.01.011 

Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Jumlah barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Jumlah barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 63 jenis 63 jenis 200.000.000 322.320.000 122.320.000  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

63 jenis cetakan 940.000.000 sekertariat 



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH                          2019 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU    Page 94 

 

Kode 
Urusan/ Bidang 

Urusan/ Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome)/ Kegiatan (output)  

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju tahun 2020 

Unit PD  

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif   Sumber Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 

Jumlah 
Perubahan (+/-) 

Sebelum 
Perubahan 

Sesudah 
Perubahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.12.2.12.0

1.01.012 

Penyediaan 
komponen instalasi 
listrik/ penerangan 
bangunan kantor  

Jumlah 
komponen 
instalasi 
listrik/peneranga
n bangunan 
kantor 

Jumlah komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 11 jenis 11 jenis- 5.000.000 5.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

11 jenis  10.000.000 sekertariat 

2.12.2.12.

01.16.015 

Penyediaan bahan 
bacaan dan 
peraturan perundang 
– undangan 

Jumlah surat 
kabar 

Jumlah surat 
kabar 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 9120 exmplar 9120 exmplar 40.000.000 40.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

9120 exemplar 40.000.000 sekertariat 

2.12.2.12.

01.16.017 

Penyediaan makanan 
dan minuman 

Jumlah 
makanan dan 
minuman  

Jumlah makanan 
dan minuman  

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi Makan minum 
harian pegawai, 
jamuan makan, 

jamuan 
ringan/snack, 

rebusan 

Makan minum 
harian pegawai, 
jamuan makan, 

jamuan 
ringan/snack, 

rebusan 

51.400.000 51.400.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

Makan minum harian 
pegawai, jamuan 
makan, jamuan 
ringan/snack, 

rebusan 

75.000.000 sekertariat 

2.12.2.12.

01.16.018 

Rapat – rapat 
koordinasi dan 
konsultasi keluar 
daerah 

Jumlah rapat 
koodinasi dan 
konsultasi keluar 
daerah 

Jumlah rapat 
koodinasi dan 
konsultasi keluar 
daerah 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 100 perjalanan 
dinas dalam 
daerah, 400 

perjalanan dinas 
luar daerah 

80 perjalanan 
dinas dalam 
daerah, 75 

perjalanan dinas 
luar daerah 

250.000.000 127.680.000 (122.320.000)  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

80 perjalanan dinas 
dalam daerah, 75 

perjalanan dinas luar 
daerah 

250.000.000 sekertariat 

2.12.2.12.

01.16.019 

Penyediaan jasa 
tenaga administrasi / 
teknis perkantoran  

Jumlah jasa 
tenaga 
administrasi/ 
teknis 
perkantoran 

Jumlah jasa 
tenaga 
administrasi/ 
teknis perkantoran 
 
 
 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 121 orang/bulan 121 orang/bulan 7.702.600.000 7.694.025.000 (8.575.000)  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

126 orang/bln 8.328.600.000 sekertariat 
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Kode 
Urusan/ Bidang 

Urusan/ Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome)/ Kegiatan (output)  

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju tahun 2020 

Unit PD  

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif   Sumber Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 

Jumlah 
Perubahan (+/-) 

Sebelum 
Perubahan 

Sesudah 
Perubahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.12.2.12.

01.01.022 

Penyebarluasan 
informasi 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah 

Jumlah informasi 
penyelenggaraa
n pemerintah 
daerah 

Jumlah informasi 
penyelenggaraan 
pemerintah 
daerah 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 10 kali talkshow, 
15 kali spot iklan, 

Advertorial 

10 kali talkshow, 
15 kali spot iklan, 

Advertorial 

60.000.000 60.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

Advertorial Skala 
Jabotabek 

75.000.000 sekertariat 

2.12.2.12.

01.01.027 

Penyediaan Jasa 
Keamanan Kantor 

Jumlah 
Keamanan 
Kantor 

Jumlah 
Keamanan Kantor 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 2 orang x 12 bln 2 orang x 9 bln 121.600.000 121.600.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

Jumlah Keamanan 
Kantor 

121.600.000 sekertariat 

2.12.2.12.

01.01.031 

Penataan arsip Jumlah 
pemilahan dan 
penataan arsip 
 

Jumlah pemilahan 
dan penataan 
arsip 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 1 OPD 1 OPD 70.000.000 70.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

1 dinas  100.000.000 sekertariat 

 Program 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Terselenggara 
nya 
peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Terselenggarany
a peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi   416.415.000 416.415.000 -  APBD Kota 
Bekasi,  

 APBD Kota 
Bekasi,  

 410.000.000  

2.12.2.12.

01.10.02.2

4 

Pemeliharaan rutin 
berkala /kendaraan 
dinas/operasional 

Jumlah 
pemeliharaan 
rutin berkala/ 
kendaraan dinas 
operasional 

Jumlah 
pemeliharaan rutin 
berkala/ 
kendaraan dinas 
operasional 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi BBM, Service 
kendaraan 

BBM, Service 
kendaraan 

250.000.000 250.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

BBM, Service 
kendaraan 

250.000.000 sekertariat 

2.12.2.12.

01.10.02.2

4 

Pemeliharaan rutin 
berkala/ peralatan 
gedung kantor 

Jumlah 
pemeliharaan 
rutin berkala 
/peralatan 
gedung kantor 

Jumlah 
pemeliharaan rutin 
berkala /peralatan 
gedung kantor 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 5 jenis 5 jenis 60.000.000 60.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

5 jenis 60.000.000 sekertariat 
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Kode 
Urusan/ Bidang 

Urusan/ Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome)/ Kegiatan (output)  

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju tahun 2020 

Unit PD  

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif   Sumber Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 

Jumlah 
Perubahan (+/-) 

Sebelum 
Perubahan 

Sesudah 
Perubahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.12.2.12.

01.01.02.2

2 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 

Jumlah gedung 
yang dipelihara 

Jumlah gedung 
yang dipelihara 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 1 gedung (3 
lantai) 

1 gedung (3 
lantai) 

100.000.000 100.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi,  

 APBD Kota 
Bekasi,  

1 gedung (3 lantai) 100.000.000 sekertariat 

 Program 
peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

Terselenggaran
ya peningkatan 
pengembangan 
sistim 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 

Terselenggarany
a peningkatan 
pengembangan 
sistim pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 
 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Masyarakat 
Kota bekasi, 
SKPD Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi   30.000.000 30.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi 

Terselenggarannya 
peningkatan 
pengembangan 
sistim pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

-  

2.12.2.12.

01.10.02.0

1 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 
 
 
 
 

Jumlah 
dokumen  
Perencanaan  

Jumlah dokumen  
Perencanaan  

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 1 dokumen Renja 
2020, 1 dokumen 

Renstra 2018-
2023, 1 dokumen 

LAKIP 2019 

1 dokumen Renja 
2020, 1 dokumen 

Renstra 2018-
2023, 1 dokumen 

LAKIP 2019 

15.000.000 15.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

Jumlah dokumen  
Perencanaan  

- sekretariat 

2.12.2.12.

01.10.02.0

2 

Penyusunan laporan 
keuangan 
 
 
 
 
 
 

Jumlah Laporan 
keuangan 

Jumlah Laporan 
keuangan 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Perangkat 
Daerah Kota 
Bekasi 

Kota Bekasi Kota Bekasi 3 laporan 3 laporan 15.000.000 15.000.000 -  APBD Kota 
Bekasi  

 APBD Kota 
Bekasi  

Jumlah Laporan 
keuangan 

- sekertariat 
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3.3   REALISASI ANGGARAN 

 Pada Tahun 2019 DPMPTSP Kota Bekasi dialokasikan anggaran 

sebesar Rp31.336.332.355,-. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja 

Tidak Langsung sebesar Rp14.708.849.000,- dan Belanja Langsung 

sebesar Rp16.627.483.355,-, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung 

Urusan (BLU) OPD sebesar Rp6.491.548.355,-, yang dijabarkan ke 

dalam4 (empat) Program dan 6 (enam) Kegiatan, dengan realiasi 

anggaran sebesar Rp3.803.568.916,- atau 58,59%. Sementara Belanja 

Langsung Penunjang Urusan (BLPU) sebesar Rp10.135.935.000,-, 

yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Program dan 18 (delapan belas) 

Kegiatan, dengan realiasi anggaran sebesar Rp9.108.965.258,- atau 

89,87%.Untuk Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini: 

TABEL 3.14 
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung 

dan Belanja Langsung 
DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2019 

   

NO NAMA KEGIATAN  PAGU APBD-P   REALISASI  

     (Rp)  
 KEUANGAN 

(Rp)  
 %  

1 3 6 7 8 

 A BELANJA TIDAK LANGSUNG                    
14.708.849.000  

                   
12.718.936.685  

          
86,47  

 B BELANJA LANGSUNG                    
16.627.483.355  

                   
12.912.534.174  

          
77,66  

 I BELANJA LANGSUNG 
PENUNJANG URUSAN (BLPU) 

                   
10.135.935.000  

                     
9.108.965.258  

          
89,87  

 1 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

                     
9.684.465.000  

                     
8.951.836.866  

          
92,44  

 2 Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 

                        
416.415.000  

                        
149.103.392  

          
35,81  

 3 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

                           
35.055.000  

                             
8.025.000  

          
22,89  

 II 
BELANJA LANGSUNG 
URUSAN (BLU) 

                     
6.491.548.355  

                     
3.803.568.916  

          
58,59  

 1 Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

                        
160.000.000  

                                             
-  

                  
-  

2  Program Pengelolaan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) 

                     
5.422.115.000  

                     
3.136.188.061  

          
57,84  

3  Program Pengolahan Data 
dan Informasi 

                        
700.000.000  

                        
557.947.500  

          
79,71  
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TABEL 3.15 
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019 

 

 

Beberapa catatan analisis pembiayaan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 

yaitu adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahanpagu 

anggaran, diantaranya: 

1. Kegiatan yang perlu penambahan anggaran karena penambahan 

output adalah : 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

2. Kegiatan yang perlu pengurangan anggaran karena efisiensi 

antara lain: 

- Pengawasan Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN; 

- Training LKPM Bagi PMA/PMDN di Kota Bekasi; 

- Forum Komunikasi Investasi PMA/PMDN; 

- Penyusunan Profil Potensi Investasi Kota Bekasi; 

- Review RUPM Kota Bekasi Tahun 2015; 

- Promosi Peluang Investasi; 

- Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal; 

- IKM Pelayanan Perizinan; 

 4 Program Perencanaan dan 
Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

                        
100.000.000  

                                             
-  

                  
-  

 5 Program Promosi 
Penanaman Modal 

                                             
-  

                                             
-  

                  
-  

TOTAL 31.336.332.355 
25.631.470.85

9 
25.631.470.859 81,79 

No Jenis Belanja  Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % 

1 2 3 4 5 6 

I Belanja Langsung 
Penunjang Ursan 

10.135.935.000,- 9.108.965.258,- 1.026.969.742,- 89,87 

II Belanja Langsung 
Urusan 

6.491.548.355,- 3.803.568.916,- 2.687.979.439,- 58,59 

TOTAL BELANJA  16.627.483.355,- 12.912.534.174,- 3.714.949.181,- 77,66 

Sumber data : Bagian Keuangan DPMPTSP 

Sumber data : Bagian Keuangan DPMPTSP 
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- Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Mal Pelayanan Perizinan; 

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 

- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran. 

Banyaknya pengurangan pagu anggaran pada APBDP TA. 2019 

dikarenakan adanya kebijakan anggaran. 

 

3.4 PRESTASI YANG DICAPAI 

Sejak Tahun 2009 mulai berdirinya Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu sampai berubah nomenklatur menjadi lembaga Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

telah memiliki beberapa penghargaan yang di raih sampai dengan 

Tahun 2019 yaitu :            

a. Invesment award (Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Bidang  Penanaman Modal Kota terbaik  Tahun 2011; 

b. Piagam penghargaan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kota se-Jawa Barat Tahun 2013; 

c. Piagam penghargaan Pemenang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) Kabupaten Kota se Jawa Barat Tahun 2014; 

d. Penghargaan Dakta Awards Sebagai Nominator Tahun 2015; 

e. Certificate ISO 9001 : 2008 (Government Public Service and 

Asministration) Tahun 2015 Ukas Management System Tahun 

2012;  

f. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar 

Pelayanan Publik sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik Tahun 2016; 

g. WOW Public Services Excellence Award Jawa Barat 2017Tahun 

2017; 

h. Piagam Penghargaan Wali Kota Bekasi Award 2017 (Bekasi smart 

City) Tahun 2017; 

i. Indonesia's Attractiveness Award Tahun 2017; 

j. Investment Award untuk nominasi sebagai Penyelenggara 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik Tahun 2018; 

k. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Barat sebagai Dinas 

PMPTSP Terbaik Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018; 
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l. Piagam Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Role Model 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 

2019; 

m. Penghargaan “The Best Leadership and Professional” yang 

diberikan oleh ilpa Award category Tahun 2019 kepada Kepala 

Dinas. 



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH                          2019 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU         Page 101 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2019 ini 

dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dinas, yang 

selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dan landasan untuk 

merencanakan program  dan kegiatan pada tahun berikutnya serta landasan 

untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan. 

 

4.1   Kesimpulan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) 

Kota Bekasi Pada tahun 2019 telah melaksanakan tahapan-tahapan untuk 

mencapai Visi Kota Bekasi yaitu “Bekasi Kota Cerdas, Kreatif, Maju, 

Sejahtera dan Ihsan”. Untuk mendukung RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 

guna mewujudkan Visi Ihsan serta Misi ke-1 tentang Meningkatkan Kapasitas 

Tata Kelola Kepemerintahan  yang Baik dan Misi ke-3 tentang Meningkatkan 

Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya 

Saing. 

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan 

yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada 

DMPTSP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 berjalan sesuai dengan output 

dan outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan 

hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja. 

Hasil evaluasi kinerja dan analisisnya yang diperoleh gambaran 

mengenai capaian kinerja DPMPTSP Kota Bekasi secara keseluruhan dari 2 

(dua) sasaran berdasarkan 2 (dua) Indikator Sasaran dimana seluruh 

sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan. 
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Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Kota Bekasi sebagai berikut : 

1. Adanya penambahan Mal Pelayanan Publik di Cibubur Junction sebagai 

pengembangan sistem perizinan terpadu satu pintu; 

2. Kemudahan dalam pelayanan perizinan membuat banyak investor 

tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi; 

3. Inovasi pelayanan perizinan berupa perizinan online, pelayanan 

pengantaran izin (delivery izin) yang sudah selesai langsung ke 

pemohon; 

4. Up grade system informasi yang terus ditingkatkan setiap tahun dimana 

di Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi sudah melakukan simplikasi perizinan 

melalui mekanisme perizinan Online yang pada saat ini ada 25 izin yang 

proses pembuatan sudah memakai aplikasi SILAT (Sistem Pelayanan 

Perizinan Terpadu) dan rencana di Tahun 2020 semua perizinan di 

DPMPTSP akan berbasis online yang tujuannya untuk mencapai 

pelayanan yang cepat, mudah dan transparan; 

5. Peningkatan pelayanan perizinan secara profesionalisme berdampak 

pada peningkatan nilai IKM sebesar 82,75 (semester II); 

6. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan Dinas 

Penanaman Modal Kota Bekasi: 

a. Tahun 2014 = 49.272 Perizinan dan Non Perizinan 

b. Tahun 2015 = 53.220 Perizinan dan Non Perizinan 

c. Tahun 2016 = 56,288 Perizinan dan Non Perizinan 

d. Tahun 2017 = 42.307 Perizinan dan Non Perizinan 

e. Tahun 2018 = 49.670 Perizinan dan No Perizinan 

f. Tahun 2019 = 34.580 Perizinan dan Non Perizinan 

 

4.2 Kendala dan Hambatan 

a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perizinan sehingga nilai 

investasi di Kota Bekasi masih kurang optimal; 

b. Sinergitas antara dinas teknis masih kurang optimal sehingga waktu 

tempuh perizinan belum sesuai dengan SOP; 

c. Belum tersedianya ruang arsip yang representatif; 
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d. Sumber daya manusia dalam bidang IT masih kurang optimal untuk 

menunjang proses pelayanan perizinan berbasis online; 

e. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, salah satunya adalah 

dengan memberikan kenyamanan kepada para pemohon dalam hal 

penyediaan lahan parkir khusus untuk para pemohon, sementara 

kondisi saat ini yang ada banyak keluhan dari para pemohon tentang 

lahan parkir yang sulit dikarenakan parkir tersebut sudah di penuhi 

oleh kendaraan para aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 

f. Masih rendahnya jaminan dan perlindungan investasi; 

 

g. Kurangnya promosi investasi di Kota Bekasi; 

h. Sistem dan jaringan, DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2019 sudah 

menjalankan SIMYANDU dan pelayanan perizinan online ( SILAT) dan 

pada saat ini baru 25 izin dari 75 izin yang sudah menggunakan 

layanan online tersebut namun sistem tersebut masih belom maksimal 

dalam pelaksanaannya. 

Daftar izin yang sudah menggunakan pelayanan perizinan online 

(SILAT) sebagai berikut : 

1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

3) Surat izin Pengusaha Angkutan (SIPA); 

4) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); 

5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB RumahTinggal) 

6) Izin Pengurusan Tanah Makam (IPTM); 

7) SIP Dokter ; 

8) SIP Dokter Hewan; 

9) SIP Bidan; 

10) SIP Perawat; 

11) SIP Apoteker; 

12) SIP Asisten Apoteker; 

13) SIP Psioterapi; 

14) SIP Terapis Okupasi; 

15) SIP Terapis Wicara; 
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16) SIP Terapis Gigi dan Mulut; 

17) SIP Analisis Kesehatan; 

18) SIP Refraksionis Optisien/Optometris; 

19) SIP Tenaga Gizi; 

20) SIP Radiografer; 

21) SIP Tenaga Sanitarian; 

22) SIP Teknisi Kardiovaskuler; 

23) SIP Perekam Medis; 

24) SIP Elektromedik; 

25) SIP Tenaga Transfusi Darah. 

 

DPMPTSP Kota Bekasi menyikapi OSS dengan respon yang 

positif dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 

Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi. Dalam Pasal 5 

Peraturan itu disebutkan sebanyak 32 izin yang prosesnya dilakukan 

melalui OSS, yaitu: 

1. Izin Lokasi; 

2. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah; 

3. Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan; 

4. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; 

5. Izin Usaha Toko Modern; 

6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; 

7. Tanda Daftar Gudang; 

8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 

9. Izin Trayek Angkutan Kota; 

10. Izin Pengusaha Angkutan Kota; 

11. Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; 

12. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; 

13. Izin Operasional Klini Utama dan Pratama; 

14. Izin Laboratorium Klinik Swasta; 

15. Izin Apotek; 

16. Izin Toko Obat; 

17. Izin Pest Control; 

18. Izin Usaha Obat Hewan; 

19. Izin Usaha Peternakan; 

20. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; 

21. Izin Balai Latihan Kerja Luar Negeri; 
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22. Izin BKK pada SMK; 

23. Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia; 

24. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; 

25. Izin Pendirian Sekolah Swasta (SD, SMP); 

26. Izin Operasional Sekolah Swasta (SD, SMP); 

27. Izin Lingkungan; 

28. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; 

29. Izin Pengelolaan Limbah Industri Lainnya; 

30. Izin Pengumpulan Limbah Skala Kota; 

31. Izin Pembuangan Limbah Cair; 

32. Izin Usaha Jasa Konstruksi. 

 

4.3 Rencana Tindak 
 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka 

dibentuk Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu (PMPTSP) berbentuk Dinas yang selanjutnya disebut Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Bekasi merupakan gabungan dari unsur-unsur 

perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan 

perizinan dan penanaman modal, dan mempunyai tugas pokok 

membantu Wali Kota dalam melaksanakan koordinasi dan 

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan 

penanaman modal yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. 

Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Pada Tahun 2019 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan di masa yang 

akan datang, diantaranya: 

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : 

1) Pengawasan Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN; 

2) Training LKPM Bagi PMA/PMDN di Kota Bekasi; 

3) Forum Komunikasi Investasi PMA/PMDN. 
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2. Program Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) : 

1) Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan Tingkat Kota Bekasi dan 

 Provinsi Jawa Barat; 

2) Sinergitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang 

 Pembangunan; 

3) Sinergitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Jasa 

 Usaha. 

 

 

 

3. Program Pengolahan Data dan Informasi : 

1) Revisi Perwal Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan 

  Online. 

 

4. Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal : 

1) Penyusunan Profil Potensi Investasi Kota Bekasi; 

2) Review RUPM Kota Bekasi Tahun 2015. 

 

5. Program Promosi Penanaman Modal : 

1) Promosi Peluang Investasi; 

2) Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal. 

 

Beberapa kegiatan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan 

dikarenakan adanya kebijakan anggaran.                            

 

 


	Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal, maka dibentuk Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) berbentuk Dinas yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayan...
	Sesuai dengan tugas pokok DPMPTSP dalam pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan nilai investasi di Kota Bekasi, DPMPTSP mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu Misi yang pertama “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola ...
	Untuk Misi DPMPTSP yang berikutnya adalah Misi ketiga dari RPJMD yaitu “Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing” dengan Tujuan “Memperkuat Struktur Perekonomian Kota dengan Fokus Pengembangan  Ekonomi...
	Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, maka DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari DPMPTSP Kota Bekasi sebagai institusi Perangkat Daerah dengan tu...
	1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI
	Adapun uraian susunan organisasi  yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi antara lain :
	a. Kepala Dinas;
	b. Sekretariat, membawahkan:
	1. Sub Bagian Perencanaan;
	2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
	3. Sub Bagian Keuangan.
	c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
	1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
	2. Seksi Promosi Penanaman Modal;
	3. Seksi Deregulasi Penanaman Modal.
	d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahkan:
	1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
	2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
	3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
	e. Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan, membawahkan:
	1. Seksi Pengolahan Data Penanaman Modal;
	2. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;
	3. Seksi Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan.
	f. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahkan:
	1. Seksi Pelayanan Perizinan Penataan Ruang;
	2. Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan;
	3. Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi.
	g. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, membawahkan:
	1. Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan;
	2. Seksi Pelayanan Perizinan Perhubungan dan Ketenagakerjaan;
	3. Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan.
	Adapun untuk uraian tugas, fungsi dan wewenang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi adalah sebagai berikut :
	Tugas pokok DPMPTSP adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi bidang penanaman modal, pengendalian ...
	Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala DPMPTSP dibantu oleh Sekretaris DPMPTSP yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga  keuangan dan didukung oleh 5 (lima) bidang yaitu:
	1. Bidang Penanaman Modal;
	2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
	3. Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan;
	4. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan;
	5. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha.
	Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala DPMPTSP  mempunyai fungsi:
	1. Meningkatkan kualitas layanan publik;
	2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang mudah, cepat transparan dan pasti;
	3. Meningkatkan iklim investasi, baik berskala kecil, menengah maupun besar;
	4. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
	5. Memberikan kepastian hukum dan jaminan;
	6. Menyumbang peningkatan pendapatan daerah;
	7. Memperbaiki citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik.
	1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
	2. Kejelasan dan kepastian dalam hal :
	a. Prosedur/tata kerja;
	b. Persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
	c. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
	d. Rincian biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya yang dibebankan kepada pemohon  bagi perizinan yang dikenakan retribusi.
	3. Kepastian waktu, pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha pemohon;
	4. Kepastian hukum
	a. Baik persyaratan, pemrosesan perizinan maupun pembiayaan dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
	b. Setiap dokumen perizinan dan dokumen non perizinan lainnya memberikan jaminan legalitas usaha dan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber daya secara bertanggung jawab sesuai dengan peruntukan izin tersebut;
	c. Setiap dokumen perizinan dan non perizinan memberikan jaminan rasa aman bagi pemegangnya.
	5. Standar Operasional Prosedur
	Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan ol...
	SUMBER DAYA APARATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
	Adapun Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung Kantor yang berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi adalah sebagai berikut :
	Tabel 1.2
	Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
	Tahun Anggaran 2019
	Per-31 Desember 2019
	 Work shop Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha, asosiasi dan masyarakat;
	 Sosialisasi perizinan melalui Radio Spoot dan Talk Show di Radio, media sosial (Instagram & Twitter);
	 Sosialisasi Perizinan melalui Web-site Kota Bekasi;
	 Sosialisasi melalui media massa lokal dan nasional.
	Pencapaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2019 ini melebihi hingga 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan in...
	1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2019;
	2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;
	3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau angaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
	4. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi internal untuk struktural DPMPTSP untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil dan pengarahan dari Kepala Dinas kepada seluruh aparatur DPMPTSP terkait pelaksanaan kegiat...
	5. Seluruh Pegawai telah menandatangani pakta integritas, kontrak kinerja Aparatur dan Pernyataan sebagai Aparatur Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kota Bekasi;
	6. Telah diterapkannya kode etik pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
	7. Memiliki Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) yang dapat memudahkan proses Pelayanan Perizinan;
	8. Telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) DPMPTSP Kota Bekasi;
	9. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya dan kegiatan-kegiatan yang dilakuk...
	10. Tahun 2017 telah  terakreditasi sertifikasi ISO 9001:2015;
	11. Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui www//dpmptsp.bekasikota.go.iddan www//dpmptsp@bekasikota.go.id;
	12. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dilakukan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat pemohon izin;
	13. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti :
	Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :
	1. Adanya komitmen dari SKPD teknis dalam bekerjasama terkait proses penerbitan perizinan yaitu dengan adanya petugas dari masing-masing SKPD teknis yang berkantor di DPMPTSP Kota Bekasi;
	2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
	3. Keputusan Wali kota Bekasi Nomor : 060/Kep.420-Org/X/2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan yang ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi;
	4. Keputusan Wali kota Bekasi Nomor : 060/Kep.421-Org/X/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Wakil Wali Kota Bekasi;
	5. Work shop Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha, asosiasi dan masyarakat;
	6. DPMPTSP Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah  dan Muspika  Kota Bekasi
	7. Selain menggunakan APBD, adanya pelibatan CSR (Corporate Social Rensponsibility)dari pemrakarsa usaha/perusahaan yang berada di Kota Bekasi untuk kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP).
	Selain terdapatnya penyebab internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan altern...
	1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perizinan sehingganilaiinvestasi di Kota Bekasi masihkurang optimal. Sebagai solusi alternatif yaitu dengan mengoptimalkan penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media...
	2. Masih adanya prosedur perizinan yang panjang dan berbelit. Sebagai solusi alternatif dengan menyederhanakan prosedur pada SOP perizinan sehingga investor merasa dimudahkan dalam penerbitan izin-izin di Kota Bekasi;
	3. Sinergitas antara dinas teknis masih kurang optimal sehingga waktu tempuh perizinan  belumsesuai dengan SOP. Sebagai solusi alternatif disediakan ruang bagi petugas dari dinas teknis untuk berkantor di DPMPTSP Kota Bekasi sehingga dapat mempersingk...
	4. Masih belum optimalnya sumber daya manusia (SDM)dalambidang Informasi Teknologi (IT) untuk menunjang proses pelayanan perizinan berbasis online. Sebagai solusi alternatif SDM yang sudah ada, baik dari personil IT itu sendiri dan perwakilan dari set...
	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 program dan 2 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan                                 di bawah ini :
	Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp558.947.500,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 79,71%, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan perizinan se...
	Indikator Kinerja : Persentase  Peningkatan  Nilai  Investasi
	Berskala Nasional (PMA/PMDN)
	Hasil yang dicapai : Tersinkronisasinya RUPM Kota Bekasi dengan RUPM Nasional dan tersedianya data potensi investasi serta peta potensi per cluster investasi unggulan di Kota Bekasi.
	Sejak Tahun 2009 mulai berdirinya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sampai berubah nomenklatur menjadi lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memiliki beberapa penghargaan yang di raih sampai dengan Tahun 2019 y...
	a. Invesment award (Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang  Penanaman Modal Kota terbaik  Tahun 2011;
	b. Piagam penghargaan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kota se-Jawa Barat Tahun 2013;
	c. Piagam penghargaan Pemenang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kota se Jawa Barat Tahun 2014;
	d. Penghargaan Dakta Awards Sebagai Nominator Tahun 2015;
	e. Certificate ISO 9001 : 2008 (Government Public Service and Asministration) Tahun 2015 Ukas Management System Tahun 2012;
	f. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2016;
	g. WOW Public Services Excellence Award Jawa Barat 2017Tahun 2017;
	h. Piagam Penghargaan Wali Kota Bekasi Award 2017 (Bekasi smart City) Tahun 2017;
	i. Indonesia's Attractiveness Award Tahun 2017;
	j. Investment Award untuk nominasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik Tahun 2018;
	k. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Barat sebagai Dinas PMPTSP Terbaik Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
	l. Piagam Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2019;
	m. Penghargaan “The Best Leadership and Professional” yang diberikan oleh ilpa Award category Tahun 2019 kepada Kepala Dinas.

